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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Melalui penelitian ini penulis mencoba menjawab pertanyaan apa 

permasalahan yang dihadapi jurnalis terkait jurnalisme lingkungan dalam 

memberitakan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Berdasarkan peran media 

massa dan kerja jurnalisnya dalam meliput serta memberitakan masalah 

lingkungan khususnya kebakaran hutan yang sering terjadi di Riau, peneliti 

tertarik untuk melihat bagaimana problem atau kendala yang dihadapi jurnalis 

dalam memberitakan masalah lingkungan khususnya kebakaran hutan dan 

lahan. 

Dalam penelitian ini penulis memilih surat kabar lokal yang ada di Riau. 

Penulis memilih media cetak tersebut karena media cetak tersebut merupakan 

media cetak lokal yang sudah senior di Riau yang berdiri sejak tahun 1991 dan 

tentunya mempunyai kedekatan dengan permasalahan lingkungan yang terjadi 

di Riau. 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara 

mendalam terhadap tiga jurnalis SKH Riau Pos yang intens meliput kebakaran 

hutan dan lahan di Riau dapat disimpulkan bahwa dalam memberitakan 

kebakaran hutan di Riau, ketiga jurnalis tersebut menghadapi beberapa 

kendala atau problem secara umum yang dihadapi jurnlis pada umumnya 

dalam peliputannya dan hanya satu wartawan yang memiliki problem yang 

berkaitan dengan jurnalisme lingkungan. 
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Dari hasil wawancara dengan ketiga jurnalis dari SKH Riau Pos yang 

intens meliput kebakaran hutan di Riau yaitu Eka Gusmadi Putra, Muhammad 

Ali Nurman, dan Mario di tempat dan waktu yang berbeda dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang mereka hadapi dalam memberitakan kebakaran 

hutan dan lahan yang terjadi di Riau tidak jauh berbeda satu sama lain, hanya 

ada satu perbedaan yang dialami jurnalis tersebut. Permasalahan yang mereka 

hadapi berkaitan dengan jurnalisme lingkungan terkait kewajiban sebagai 

seorang jurnalis lingkungan dan kinerja jurnalistik. 

Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah dari segi wilayah atau 

lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau yang terlalu jauh untuk dijangkau. 

Untuk mencapai lokasi kebakaran tersebut membutuhkan waktu lama dan 

medan yang sulit untuk dilalui. Hal itu tentunya menjadi penghambat bagi 

wartawan untuk memperoleh berita aktual. Sehingga seperti yang dikatakan 

Andi Novirianti dalam penelitiannya bahwa objektivitas dan kedalaman berita  

yang ada di media lokal di Riau masih kurang memiliki objektivitas. Untuk 

mengatasi hal tersebut, agar berita-berita penting dari berbagai wilayah 

kebakaran itu tidak terlewatkan maka SKH Riau Pos telah mencari solusi 

dengan menempatkan wartawan kontributor pada setiap kabupaten dan 

menempatkan wartawan pada poskonya masing-masing untuk menggali lebih 

dalam informasi tersebut. 

Masalah umum yang dihadapi tidak hanya itu saja, untuk mendapatkan 

data dari narasumber terkait juga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 

ketiga wartawan tersebut, meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini 
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disebabkan karena ada narasumber yang terkadang tidak mau memberikan 

informasi atau kurang berkompeten dan sulit untuk ditemui, sehingga isi berita 

menjadi kurang lengkap karena menggunakan data seadanya. Namun disisi 

lain terlihat kemudahan wartawan dalam mendapatkan informasi terkait 

kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kemudahan tersebut terlihat dari ada 

instansi terkait yang justru memberikan informasi dan data kepada wartawan, 

kemudian melakukan konfirmasi. Jika upaya konfirmasi tidak berhasil maka 

data seadanya yang ada ditangan wartawan tersebut yang dijadikan berita di 

SKH Riau Pos. Dari hal itu terlihat kedalaman informasi dalam pemberitaan 

tersebut menjadi kurang lengkap. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa problem kerja atau kendala 

jurnalis SKH Riau Pos dalam meliput dan memberitakan kebakaran hutan dan 

lahan di Riau tidak memiliki problem kerja secara khusus dalam hal 

jurnalisme lingkungan. Hanya ada satu wartawan yang dalam kerja 

jurnalistiknya memiliki problem yang berhubungan dengan kendala yang 

dialami  jurnalis lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. 

 

B. Saran  

Penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan. Penulis tidak bisa 

melakukan penelitian secara lebih efektif dan penulis kurang melakukan 

pendekatan dengan ketiga jurnalis yang menjadi subyek penelitian. Hal ini 

sangat berpengaruh pada hasil wawancara mendalam karena data yang 

diperoleh penulis menjadi kurang mendalam. Hal ini dikarenakan suatu faktor, 
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yaitu kesibukan pekerjaan mereka sebagai jurnalis, dan faktor lain yaitu 

peneliti belum bisa mengikuti kerja jurnalis secara langsung dengan efektif. 

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi para pembacanya, 

civitas akademika, dan para calon peneliti yang juga berniat melanjutkan 

penelitian ini atau meneliti mengenai jurnalis lingkungan. Penulis berharap 

bagi calon peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan meneliti 

kelompok jurnalis lingkungan yang lebih besar dari beberapa media, baik 

media lokal maupun nasional. 

Penelitian tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih 

lama, terutama dengan observasi, sehingga dapat menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih mendalam. 
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Interview Guide 

Dalam penelitian kualitatif ini metode utama yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber 

untuk memperoleh informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah jurnalis SKH Riau Pos yang meliput dan 

menulis berita terkait kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang dijadikan tempat 

untuk melakukan penelitian. 

Pertanyaan yang dilampirkan dapat dikembangkan sesuai dengan proses 

wawancara dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber 

sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, Jurnalisme Lingkungan dan Kinerja 

Jurnalistik. Berikut ini beberapa pertanyaan inti yang akan dilakukan untuk 

wawancara dengan narasumber :  

Data Narasumber : 

Nama   : 

Usia   :  

Asal   : 

Media   : 

Jabatan dalam media : 

Lama bekerja  : 

Pendidikan Terakhir : 

 

 



Pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan diajukan untuk menjawab 

penelitian ini : 

1. Bagaimana problem atau kendala kerja yang anda hadapi ketika 

menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan dan 

lahan di Riau dilihat berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan 

wartawan lingkungan ? 

2. Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat 

melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ? 

3. Bagaimana solusi yang anda tawarkan terkait kasus-kasus lingkungan 

yang terjadi, berhubungan dengan kewajiban sebagai seorang jurnalis 

lingkungan? 

4. Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus 

kebakaran hutan dan lahan di Riau yang dituntut untuk bersikap fair ? 

5. Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan 

lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering 

terjadi di Riau ? 

6. Bagaimana problem yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi 

jurnalis lingkungan ? 

7. Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat 

dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ? 

8. Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan 

kebakaran hutan dan lahan ? 

 

 



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Mario) 

 

P  : Kemarin ngeliput seputar kebakaran hutan juga ? 

W  : Iya, kami biasanya tim. Kendalanya yang kami alami tu jauhnya medan, 

kebanyakan kebakaran hutan tu cenderung berada di daerah-daerah yang 

cukup jauh, misalkan kalau di Riau itu di kabupaten ROHIL, Bengkalis , 

Rohul, Siak. Jadi paling kendalanya di medan. Tapi kami untuk di Riau Pos 

sendiri biasanya menurunkan tim. Artinya begini untuk di propinsi kan kita 

punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sama dinas terkait lah. Jadi 

mungkin kami berbagi tim. Kebetulan kalau saya tugasnya pada waktu itu ikut 

mengontrol di Badan Penanggulangan Bencana. Kawan-kawan ada yang di 

BMKG. Secara teknis kendala-kendala kalau untuk peliputan tidak begitu 

signifikan. Cuma jauhnya medan, sehingga kita lebih cenderung 

berkomunikasi lewat HP, Soalnya kan kita punya jaringan, disetiap kabupaten 

kota kita punya kontributor. Jadi untuk mengetahui informasi terbaru itu kita 

komunikasi  (bagaimana kondisi terbaru? Bagaimana titik asap). 

P  : Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu ? 

W  : Caranya kita mungkin kita koordinasi dengan tim-tim yang ada di daerah, di 

lapangan terus supaya dapat hasil yang lebih valid terkadang kita ikut sama 

instansi. Terkadang Badan Penanggulangan Bencana mengajak kita, sebagian 

wartawan juga ada ikut helicopter  melihat kondisi asap, titik api. Sebagian 

juga ada langsung terjun dengan tim-tim yang memadamkan api, kita juga 

ikut. Kalo saya kemarin pernah ikut sama dinas perkebunan, soalnya di Riau 

kebanyakan yang terbakar selain hutan yang umum, juga ada perkebunan 

kelapa sawit, jadi mungkin saat itu kita koordinasi untuk mengatasinya 

dengan turun ke instansi-instansi terkait. 

 

 



P  : Solusi apa yang anda tawarkan terkait kebakaran hutan dan lahan ? 

W  :Mungkin kalau kami dari jurnalis itu permasalahannya, minimnya 

pengawasan, terus penerapan sanksi kurang tegas. Artinya kedepannya 

memang harus seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, 

aparat penegak hukum harus mengoptimalkan pengawasan. Jadi api itu, asap 

lebih cepat ditangani sebelum membesar. Jadi ketika ada pengawasan, ada 

indikasi kebakaran hutan memang harus langsung. Yang kedua, untuk 

mengurangi efek jera, memang harus diberikan semacam punisman lah yang 

tegas, soalnya sebagian besar itu juga ada perusahaan terkait kebakaran hutan 

yang diberikan sanksi, sehingga mereka tidak lagi mengulangi pembakaran 

hutan untuk membuka lahan . 

P  : Bagaimana peran serta riau pos terkait kebakaran hutan  dan lahan di 

Riau ? 

W  : Kalau Riau Pos ya tetap pada jalurnya. Kita memantau, melaporkan kondisi 

terkini, menginformasikan kondisi aktual. Terus memang ada juga sih kawan-

kawan dari Jikalah Hari, WALHI, WWF itu juga turun, kita juga berkordinasi 

sama-sama, mencari informasi, melihat perkembangannya. Yang jelas kalau 

dari Riau Pos kita memberikan semacam pembelajaran. Soalnya peran media 

itu juga berperan memberikan pembelajaran pada masyarakat, pada seluruh 

pihak, bahwa memang asap ini sudah bikin masalah yang rutin. Jadi kasus 

kebakaran hutan itu penanganannya memang selalu telat. Jadi memang harus 

perlu kerjasama dengan pihak terkait. 

P  : Bagaimana cara Riau pos menanggapi dan memahami permasalahan 

terkait kebakaran hutan ? 

W  : Kalau Riau pos kan dari awal sudah mengedepankan prinsip yang jurnalisme 

akomodatif, artinya memang selalu setiap pihak itu dikonfirmasi, ditanyakan 

 

 



kondisinya, penyebabnya. Kebakaran hutan ini kan sering terjadi, apakah ini 

akan terjadi lagi tahun depan. Gimana kedepannya lahan yang sudah terbakar. 

Itu yang kadang kita kaitin juga. Kita juga punya halaman minggu, namanya 

Liputan Khusus. Liputan khusus itu kita kupas penyebabnya, lokasinya, 

penanganannya, bagaimana kedepannya, apa yang harus dilakukan 

pemerintah, seluruhlah pihak terkait kita kupas itu, supaya masyarakat tau 

bahwa kita memang tidak mau men-judge diberita, bahwa ini yang salah.  

Kita paparkan aja, biarkan masyarakat menilai karena kita juga gak ingin satu 

pihak di judge . 

P  : Kalau Riau Pos sendiri concern dengan kasus-kasus lingkungan gak ? 

W  : Iya, kita di Riau Pos itu ada halaman namanya “save the earth” di hari 

Minggu, kita kupas itu, cuma memang itu masalah-masalah lingkungan 

seperti lahan gambut, efek rumah kaca dan segala macam terkait lingkungan. 

Masalah asap juga berkali-kali dikupas di halaman itu. Itu salah satu bukti 

kalau memang kami dari Riau Pos concern untuk bidang lingkungan hidup. 

Ada timnya juga yang mengupas masalah lingkungan. 

P  : Bagaimana problem yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait 

profesi  jurnalis lingkungan ? 

W  : Kalau problem secara prinsip gak begitu signifikan, soalnya mungkin kayak 

intervensi  dari perusahaan bisa dikatakan tidak ada, karena memang kami 

seluruh pihak  sering mendapat laporan dari LSM, Kebakaran hutan misalnya, 

lalu kami konfirmasi itu, ke stakeholder, masyarakat, jadi memang semua 

kami konfirmasi, sehingga berita yang kami beritakan itu memang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan itu mungkin pihak perusahaan 

atau masyarakat gak bisa mengintervensi. Kami di lapangan sangat luas dalam 

melaksanakan tugas, artinya memang tidak ada beban. Untuk masalah asap 

ini, sampai ribut-ributnya, sampai presiden sempat coment memang jadi topik 

 

 



utama di halaman depan selalu kami bahas. Ketika itu jadi headline dan di 

halaman depan, itu memang selalu dirapatkan (ohh ini lho yang harus dibahas, 

ini yg harus dikupas, gitu), jadi memang kami selalu membahas itu  

disesuaikan dengan isinya. Hampir dua bulan kalau gak salah asap itu dibahas 

terus. 

P  : Kalau untuk konfirmasinya sendiri ada kendala gak ? 

W  : Konfirmasi kebetulan kami di lapangan kan punya tim, kalau saya kebetulan 

kedapatan konfirmasi itu ke pihak pemerintah, artinya saya konfirmasi ke 

kepala daerah, sekretaris daerah, badan penanggulangan bencana, dinas 

kehutanan, badan lingkungan hidup. Teman-teman juga ada sebagian ke 

Gubernur, Bupati, Walikota, ke pihak terkait, pihak perusahaan. Jadi kalo 

untuk kendala konfirmasi kalo saya pribadi tidak begitu sulit, intinya kita, 

informasi ini kan kita peroleh dan kita komunikasikan dengan pihak-pihak 

terkait, sehingga mereka mau menyampaikan. 

P  : Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang 

akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan? 

W  :Ya memang kalau berbicara data kita harus valid, kalau melihat jumlah titik 

api, tu biasanya kami di posko. Di badan penanggulangan bencana itu ada 

posko. Tiap hari kita cari informasi, kalo gak kami dikasih printout data titik 

api di kabupaten kota, jumlah pesawat yang diturunkan, jumlah bom water 

yang sudah dilakukan. Sebagian kawan-kawan juga ada yang turun ke 

lapangan melihat kondisi asap, titik api dan itu nanti dirangkum menjadi satu 

berita headline atau second headline. 

P  : Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan 

kebakaran hutan? 

 

 



W  : Ini sangat kuat, karena di Riau Pos untuk berita-berita headline memang 

selalu dibahas, pembahasannya itu mulai dari tingkat reporter, korlip dibahas, 

dirancang segala macamnya. Nanti usulan kami itu dibahas lagi di rapat 

redaksi , ada redaktur, redpel sampai ke pimrednya langsung. Itu dibahas apa 

topik yang menarik pada saat itu dan yang akan datang . 

P  : Anda kan meliput kebakaran hutan juga, liputan itu atas perintah dari 

pimred atau inisiatif sendiri ? 

W  : Kalau kami liputan kan di BB ada group, kami juga punya rapat harian 

antara jam lima sampai jam tujuh malam, kecuali hari libur dan hari minggu. 

Jadi saat rapat itu kita bahas sesuai dengan posko masing-masing, korlip 

biasanya menanyakan itu, bagaimana perkembangan nya? apa kedepannya?. 

Usulan dari kami ini dibahas dirapat redaksi, itu liputan yang terencana. Tapi 

terkadang di lapangan ada suatu hal yang gak kita duga, misalnya, kita akan 

memprediksi akan mengambil data mengenai kebakaran hutan. Pada saat di 

lapangan ternyata kepala instansi atau pihak terkait mau turun, nahh itu kita 

langsung ikut kesana dan memantau. Dan setiap perkembangan yang kita 

peroleh di lapangan kita laporkan kemudian kita tindak lanjuti, kita tanya lagi 

ke pihak yang terkait. lebih ke jobdeskription yang diatur  sedemikian rupa, 

sehingga memang data yang kita peroleh itu maksimal . 

P  : Kalau dari jurnalisnya sendiri terkait kebakaran hutan, ikut berperan 

gak ? 

W  : Kami mungkin harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, artinya 

memang kami gak bisa  ikut langsung, misalnya berkecimpung menyelidiki 

penyebabnya secara detail mungkin enggak. Tapi yang jelas kami sesuai 

dengan peran kami lah. Melihat informasi itu, mengapa bisa terjadi, siapa saja 

yang disana. Itu yang kami informasikan. Kalau untuk spesifik seperti kayak 

Jikalah Hari, WALHI,WWF mungkkin kami enggak lah.  Kami hanya sesuai 

 

 



dengan peran kami, informasi kami kembangkan, memberi informasi kepada 

publik bahwa inilah kondisi realnya. 

P  : Kalau ini kan termasuk jurnalisme lingkungan, kalau dari istilah-istilah 

lingkungan sendiri dan dilihat dari sisi penulisan beritanya ada istilah 

lingkungan yang masih awam, pembaca belum tau, kalau menurut anda 

bagaimana cara penulisan yang tepat agar pembaca tau ? 

W  : Biasanya kalau di Riau Pos kalau ada bahasa inggris atau bahasa-bahasa 

awam, itu kita bold, digaris miring atau kami biasanya kasih keterangan 

dalam kurung, misalnya booming water (penyiraman air) hujan buatan, koma 

red. Intinya tidak mengurangi substansi berita yang kami informasikan. 

P  : Kemarin saya dapat informasi juga dari pak ilham kalo di Riau Pos gak 

ada wartawan yang khusus lingkungan, nah itu anda sendiri kan juga 

meliput tentang lingkungan mengerti gak sih tentang istilah-istilah 

lingkungan, atau pernah ikut seminar gitu ? 

W  : Kebetulan saya kan kuliah saya kan di Manajemen Sumber Daya Perairan, 

Magister saya di Ilmu Lingkungan UNRI, jadi  sedikit banyaknya saya juga 

punya basic lah. Karena saya menggeluti ini,  Cuma saya sering diskusikan 

juga sama orang kantor, sama teman-teman saya yang mengerti lah tentang 

spesifikasinya lingkungan. Yang jelas yang kita informasikan itu memang  

untuk masyarakat awam. Jadi untuk bahasa-bahasa yang terlalu teknis  kita 

minimalisir itu, ketika memang sudah tidak bisa lagi di elakan dan harus 

disampaikan ya disampaikan dengan kaidah-kaidah yang ada. Ketika itu bisa 

kita olah menjadi bahasa-bahasa yang mudah dikenal masyarakat ya kita atur 

aja gitu. 

P  : Ada gak sih misi-misi atau tujuan tersendiri dari jurnalis lingkungan 

untuk memberitakan kebakaran hutan ? 

 

 



W  : Yang pasti, baik pribadi maupun instansi, kami dari Riau Pos, semangat 

kami memang selalu ingin di depan dari media-media yang lain, artinya 

memang kami selalu coba memberikan informasi pada masyarakat bahwa 

yang ini jangan sampai terulang lagi, artinya memang kita coba berfikir 

mengajak, bahkan kita selalu menyampaikan kepada instansi terkait itu kok 

ini terjadi lagi, selama ini kita dimana. jadi terkadang kami lebih ke 

pembelajaran kepada publik. Peran kami disana itu mengajak, lebih pada ke 

persuasife penanganannya, bagaimana kita meminimalisir ini jangan sampai 

terjadi lagi . 

P  : Kalau dilihat dari fungsi media untuk informasi, edukasi dan mediator. 

Kalo dari wartawan sendiri bagaimana menjalankan tiga fungsi itu 

terkait kasus kebakaran hutan dan lahan? 

W  : Kalau saya dan di tim juga melakukan hal yang sama. Terkait informasi kita 

lakukan, edukasi mungkin seperti itu yang kita berikan pembelajaran pada 

masyarakat, kalo mediasi, kita memang terkadang juga berperan mengajak 

bahwa pihak-pihak terkait itu terkadang ya terlepas dari peran kita sebagai 

jurnalis juga memberi masukan, kedekatan emosional kita sebagai 

narasumber, memberikan peluang kepada kita untuk memberikan masukan 

kepada mereka misalkan (pak kayaknya kita harus melibatkan ini lho ). 

P  : Ada gak pedoman kerja jurnalis dalam meliput berita lingkungan? 

W  : Spesifik mungkin enggak, tapi kita lebih kepada aturan main di Riau Pos dan 

ini tidak berlaku di spesifik lingkungan, karena liputan yang masalah hukum, 

pendidikan paling ketika itu menjadi isu yang menarik kita bahas pertama, 

kita cari masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan pertimbangan sehingga 

liputan itu lebih terarah . 

 

 



P  :Kalau berdasarkan datanya bagaimana wartawan menjaga akurasi 

keseimbangan objektivitas berita ? 

W  :Kami biasanya lebih ke record dan sebagian teman-teman menulis data, dan 

terkadang meminta data secara langsung, jadi data yang didapat akurat, valid 

dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengantisipasi itu paling sering kita 

record . 

P  : Kalau dilihat gak ada keberpihakan wartawan atau Riau Pos sendiri ke 

perusahaan atau ke masyarakat ? 

W  : Itu yang kami kedepankan. Kami memposisikan kami berada ditengah-

tengah semuanya, baik perusahaan, masyarakat, pemerintah, penegak hukum 

dan aparatur. Jadi memang kami tidak mau men-jugde si A si B salah atau 

benar. Kami memaparkan kondisinya real-nya di lapangan, jadi masyarakat 

bisa menilai. Kami hanya memaparkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan 

kondisi di lapangan dan sesuai dengan data yang kami peroleh. Terlepas dari 

masalah masyarakat menilai Si A si B salah itu bukan urusan kita, yang jelas 

kita melaksanakan tugas memberi informasi secara valid. 

P  : Itu kasusnya udah selesai ? 

W  : Alhamdullilah tim kasutla yang sudah pulang awal November udah selesai , 

hampir tiga bulan dia disini  

P  : Itu beritanya terakhir bulan apa ? 

W  : Kalau tidak salah awal November, pasca itu kita juga sering running tapi 

tidak se-intens biasanya, misalnya langkah antisipasi, langkah himbauan dari 

BMKG, pengawasan titik api . 

 

 



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Muhammad 

Ali Nurman) 

 

P  : Kapan kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi ? mohon 

diceritakan bagaimana kasusnya 

W  : Ada 3 orang yg diwawancarai ni, sekitar bulan Mei-Juni kebakaran hutan. 

Itu kami ada 3 orang yg intens meliput itu. Eka di poskonya, Mario di 

Pemprof (apa kebijakan Pemprof terkait itu), aku di masalah hukumnya, 

karena kebetulan aku ngeliputnya di hukum kriminal, di Polda, Kejari, Kejati. 

Jadi ketika terkait ini otomatis awalnya kan tentu yang dicari siapa yang 

bertanggung jawab terhadap ini ? Kita tanya sama polisinya, bagaimana 

pengembangannya, apalagi  saat itu kan Kementrian Lingkungan Hidup 

melangsir ada 14 perusahaan yang harus bertanggung jawab. Itu kita tanya 

sama Polda. Polisi waktu itu belum menetapkan kalau perusahaan itu 

bersalah, polisi malah bertanya 14 itu siapa yang bilang ? Kementrian 

lingkungan hidup. Oiya kita akan dalami itu, kata mereka awalnya. Setiap hari 

kita pantau terus.karena kita kan sistemnya posko. Artinya selain berita itu 

kita jug harus produksi berita lain yg terkait posko kita. Tapi itu rutin ditanya-

tanya, akhirnya Polda Riau menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka, 

PT Adei Plantation, tapi hanya perusahaanya saja, orangnya belum. Tapi saat 

itu kita tanya, kenapa bisa gitu? Artinya, perusahaan itu ada personnya yang 

menyerahkan kebijakannya, perusahaan ini kan lembaga. Lembaga tujuannya 

tidak ada yang tahu. Hanya sekitar jarak berapa bulanlah dari penetapan itu, 

akhirnya polda Riau mengirimkan penyidik dari Direktorat Criminal Khusus 

dari Jogja. Saksi ahli lah, dari saksi ahli ditetapkan dua orang tersangka yaitu 

GM (General manager). Sejauh ini dari dua orang itu satu baru yang ditahap 

 

 



dua. Artinya berkasnya lengkap, tinggal menunggu penuntutan di pengadilan 

di Pelalawan.  

P  : Itu perusahannya Indonesia atau perusahaan asing ? 

W  : Perusahaan asing, punya Malaysia kalau gak salah. 

P  : Kalau ngeliput kan butuh data yang bener-bener akurat dan valid, 

sebagai wartawan sendiri  gimana sih biar cari data biar bener-bener 

valid, karena kan itu bakal di publish di koran dan dibaca orang banyak, 

gimana? 

W  : Kita sistemnya dari informasi yang di dalami, ada dua informasi yang kita 

dalami, apa kepastian tentang kasus. Ya itu tentang perusahaan, ada 

perusahaan yang kabarnya jadi tersangka, kita kejar. Kalau kami biasanya ke 

Humas Polda kordinasinya, bagaimana konfirmasinya. Tanyakan nama 

perusahaan nya. Berjalan, kabarnya dua orang ditetapkan tersangkanya. Kalau 

polisi kebiasaannya kan sebelum berkas ini masuk ke pengadilan  mereka 

tidak pernah membuka ungkap-ungkap. Siapa nama panjang orang itu (latar 

belakangnya gak dibuka), paling hanya inisialnya siapa, warga Negara apa, 

umurnya berapa.  

Karena mereka ini warga negara asing setelah dia tertangkap tentu ada yang 

mengikuti, yaitu dia di cekal, nah untuk mendapatkan data tentang dia, kita 

konfirmasi ke imigrasi, dari imigrasi lah ketauan nama lengkapnya. 

P  : Ada kesulitan gak mas buat dapat narasumber? 

W  : Kalau sejauh data biasanya kalau belum puas dengan satu narasumber, kita 

cari narasumber yang lain sebagai perbandingan. 

P  : Narasumbernya sendiri susah atau tidak untuk diwawancarai? 

 

 



W  : Sejauh ini gak susah, karena sistemnya sebenarnya posko, kecuali mungkin 

kalau wartawan nasional yang disini, dia kan sendiri, dia yang megang 

semuanya, berarti dia kesini, kemana-mana segala macam. Kalau kami, kayak 

PT ADEI  PLANTATION yang ditetapkan sebagai tersangka ini kan daerah 

operasinya di Pelalawan otomatis kami yang di pekanbaru tidak memikirkan 

kondisi di Pelalawan bagaimna. Itu orang pelalawan lah yang tau. 

P  : Kalau misalkan ni. kita butuh data tentang ini, tapi narasumberya itu 

gak mau di wawancarai, susah ditemui, padahal kita benar-benar butuh, 

itu bagaimana ? 

W  : Pertama, upaya konfirmasi kan harus ada, biasanya kita punya nomor 

kontaknya, kalau orangnya ditelepon, disms gak jawab, cari tau siapa yang 

megang kasusnya, karena semua bekerja berdasarkan fungsi tugasnya masing-

masing, kalau masalah kebakaran hutan kan Direktorat Criminal Khusus di 

Polda Riau, pergi kesana gitu. Kalau gak dapat juga kita harus menjadikan 

kawan anggota-anggotanya, secara global sih, informasi bisa dari mereka 

juga. Kita tanya sama anggotanya (ini gmna?), hal ini harus dikonfirmasikan 

(kabarnya ini kayak gini ya), kalau kita sudah punya data, kita tanyanya enak, 

masalahnya kalau kita gak punya data, kalau kita tanya ya bakalan gitu, ada 

pertentangan kerja lah. Kalau wartawan mau buka seluas luasnya kan, kalau 

polisi membuka seperlunya saja. 

P  : Berarti intinya ada kroscek lagi dengan narasumber lain? 

W  : Ya intinya seperti itu, fungsinya dasar aja sih sebenernya memang. 

P  : Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, tanya kontaknya, langsung 

hubungi,. kalau dari anda sendiri, solusi yang ditawarkan apa terkait 

kasus kebakaran hutan dan lahan ? 

 

 



W  : Harusnya dievaluasi perusahaan-perusahaan yang ada disini, artinya kalau 

sudah misalnya kayak perusahaan dijadikan tersangka, otomatis kan ada 

keputusan bersama, artinya perusahaan yang dianggap salah ini bukan 

orangnya saja, kan ada dua proses ni : 

Perusahaan ditetapkan jadi tersangka, artinya secara general ini perusahaan 

salah, setelah itu baru ditetapkan dua pimpinan jadi tersangka kan, artinya 

keberadaan perusahaan ini kan dievaluasi. 

P  : Itu sebenarnya kebakaran hutan itu karena sengaja dibakar atau 

karena kebakar karena panas? 

W  : Jadi kasus kebakaran di Riau kemaren ini, perusahaan nya cuma satu dan itu 

satu-satunya sampai sekarang jadi tersangka. Ada tersangka-tersangka 

perorangan, kalo di cari ada tu. Kalo data aku gak hafal, tapi ada. Rata-rata 

mereka membuka lahan, membuka lahan kalau dengan tata cara umum sekian 

ratus hektar kan biaya akan mahal. Maka pakai jalan cepat lah mereka, 

bakarin aja pakai minyak, disiram. 

P  : Kalo dari Riau Posnya sendiri ikut berperan gak terkait kasus ini, 

misalkan menawarkan solusi apa gitu? 

W  : Sebenarnya fungsi media itu harus bisa menawarkan solusi, tapi kan tidak 

secara langsung medianya yang ngomong, kita cari siapa orang yang 

berkompeten untuk itu. Kan bisa minta buah pikiran dari ahli, misalnya pakar 

lingkungan, lalu kita suguhkan ke masyarakat, siapapun lah nanti masyarakat 

yang membaca itu. Karena kan diantara pihak-pihak yang berwenang terhadap 

masalah kebakaran hutan ni kan tidak langsung berkomunikasi, dinas 

kehutanan misalnya, kan tidak langsung berkomunikasi dengan kapolda. (ada 

mungkin yg mau disampaikan dinas kehutanan tentang solusi ini tp tidak bisa 

langsung ke kapolda, lalu melalui siapa? Ya sudah melalui media saja, gitu.).  

 

 



P  : Kalau Riau Pos sendiri menanggapi  permasalahan lingkungan 

kebakaran hutan dan lahan ini gimana ? 

W  : Ini penting, malah sampai beberapa terbitan jadi halaman satu terus. Sampai 

akhirnya ada wartawan Riau Pos yang angkat tentang kebakaran hutan ini, 

juara tiga di lomba penulisan di KLH itu, redaktur dia. Itu penting karena 

untuk masyarakat dan isunya sudah nasional  dan bencana nasional. Makanya 

harus ada yang disangkakan . kalau Cuma orang per orang tidak akan separah 

itu asapnya. Maka dicarilah siapa yang bertanggung jawab terhadap itu. 

P  : Itu yang dibakar daerah mana aja ? 

W  : Searching dulu. Itu isu besar, gak akan orang per orang yang menggarap , 

intinya kerja tim. 

P  :  Kalau dari sisi penulisan beritanya sendiri, ini kan jurnalisme 

lingkungan, kan banyak pembaca yang masih kurang ngerti tentang ada 

bahasa-bahasa yang mungkin masih belum dimengerti orang, itu 

bagaimana cara mengatasinya agar pembaca ngerti ? 

W  : Wartawan itu harus mengerti dulu apa yang dia tulis, bentuk sederhana 

dalam masalah itu yang paling dimengerti masyarakat. Harus seperti itu 

dikemasnya. 

P  : Kalau di Riau Pos sendiri, ada gak wartawan yang khusus tentang 

lingkungan? nah kalau anda sendiri kan ini tentang kebakaran hutan 

otomatis kan ada istilah-istilah lingkungan yang mungkin agak kurang 

dimengerti, pernah dapat kayak misalkan pelatihan khusus gak tentang 

jurnalisme lingkungan ? 

W  : Gak sih, Cuma ya kita harus proaktif, cari tau apa yang tidak kita tau, kita 

cari tau sendiri (googling). 

 

 



P  : Kalau berita tentang kebakaran hutan nya sendiri tu sekarang sudah 

gak muncul, tapi yang penetapan tersangkanya itu yang masih muncul 

atau tidak ? 

W  : Iya, karena  tidak ada masa kadaluarsanya, penyidikan itu kan berproses, 

penuntutan sampai di persidangan. 

P  : Sekarang juga msih berlanjut ? 

W  : Masih, karena diantara dua orang ini, baru satu yang berkasnya lengkap 

untuk penuntutan. 

P  :  Kalau untuk menulis berita-berita lingkungan ada  kesulitan gak ? 

W  : Sulit itu kan tergantung persepsi kita aja sebenarnya, anggap aja tantangan. 

Gambarannya, kita kan harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi 

pada masyarakat, gimana caranya kita harus ngerti. Kalau kita gak ngerti, 

gimana kita bisa buat masyarakat ngerti. 

P  : Kalau kasus kebakaran hutan dan lahan, anda liputan atas inisiatif 

sendiri atau perintah dari pimred ?hubungan antara wartawan dengan 

pimrednya itu gimana ? 

W  : Ya kayak aku bilang tadi, kita ini kan penugasan berdasarkan prosedur. 

kebetulan kasus ini  kan ada kaitan dengan masalah hukum, artinya kebakaran 

hutan ini kan masalah artinya ada pidana yang mengikutinya, pidana itu kan 

bisa dikenakan kepada siapa saja, yang menangani ya penegak hukum kan, 

polisi, jaksa. Itu aku liputannya langsung aja ke polda. Setiap hari kita kan 

nyari informasi ni. Aku rasa tidak harus diperintah lah. Cuma ada informasi 

kita kejar. Karena kan informasi itu bisa dari mana saja. Bisa kita dapat dari 

narasumber, bisa dari kabar angin yang belum dapat dipastikan dari bocoran-

 

 



bocoran. Kalau aku gak terlalu banyak sih, Cuma mantau masalah hukumnya 

saja. 

P  : Saat ini masih liputan tentang kasus itu ? 

W  : Iya mantau terus, Cuma terakhir minggu lalu baru ditahap dua kasusnya, 

berkasnya lengkap untuk penuntutan. 

P  : Disini lagi liputan apa ? (POLRES) 

W  : Lagi buat berita, kalau ke kantor jauh. Kalau tugas jurnalistiknya tu sama aja 

sih sebenarnya , objek peliputannya aja yang berbeda-beda 

P  : Kalau anda sendiri ikut gak turun ke lapangan, memantau kebakaran 

hutan ? 

W  : Gak, karena kita terikat posko, kalau kita pergi siapa yang jaga posko? 

Sementara ada kewajiban membuat berita lain juga. satu hari paling tidak 5-6 

berita minimal dan harus berita yang berbeda. 

P  : Ada deadline juga ? 

W  : Iya, deadline sore, setiap hari. Karena Riau pos itu terbitnya ada 44 halaman. 

P  : Itu kebakarannya kan udah sering, selama sering terjadi kebakaran itu 

selalu ngeliput tentang kebakaran gak? 

W  : Aku jadi wartawan baru tiga tahun, baru satu kali kemaren yang besar-

besaran, yang ikut liputan ini ya baru kali ini. kalau yang ke lokasi kebakaran 

cuma yang kecil-kecil, sekitar kota, polisi kan ada juga bantu turun,naik mobil 

water canon itu, kalau yang posko penanggulangannya langsung kan mereka 

pakai helikopter. Ya bekerja sesuai fungsi aja. Kalau aku mantau masalah 

hukum kriminalnya. kalau terus mantau kesana, kan sudah ada Eka, sudah ada 

jobdesknya masing-masing. 

 

 



P  : Sebelum kerja di Riau pos kerja dimana ? 

W  : Sebelum itu kuliah, aku sama Eka sama masuk Riau posnya. Kalau 

wartawan baru sih awalnya gak langsung di tempatkan di Polda,  kayak aku 

awalnya di polsek-polsek. Wartawan harus punya jaringan yang luas, jadi dia 

tau. Kita wawancara pun tidak bisa langsung, kita harus tanya kan ulang, 

apakah orang tersebut yang menangani kasusnya. Kalau dilihatnya kita tidak 

cakap, dia menghindar-menghindar. Karena kita wawancara cari tau dulu 

sama teman-teman wartawan.  lalu kita telepon aja, (pak mau tanya masalah 

ini), kalau itu kewenangan dia, pasti akan langsung dijawab, tapi kalau itu 

bukan kewenangan dia, pasti dia akan jawab, itu tidak kewenangan saya. Kalo 

instansi itu pasti ada Humas, yang awal tu pasti kita ke Humas, tanya tentang 

masalah ini, mau jumpa dengan orang yag terkait dengan hal ini. 

P  : Kalau misalkan itu kasus kewenangan dia, tapi dia gak mau ngasih 

informasi, bagaimana? 

W  : oo bagus sekali, ada yang ditutupi itu pasti masalah. Masalah ini kita mau 

tanyakan tentu kita sudah punya latar belakang. Kita coba kontak dia. 

Ditelepon gak jawab, disms gak balas, ya udah untuk konfirmasi kita buat itu. 

Masalahnya berita kita kan hak jawabnya nanti ada. Kita kejar dia bukan 

karena hak dia pribadi tapi karena itu kewenangan dia, atas dasar tugas dan 

jabatan dia, makanya dia pun harus menjawab. Rata-rata pejabat sekarang 

sudah banyak yang ngerti, kalaupun dia belum siap (nanti dulu ya atau tunggu 

sebentar aku cari informassi lengkapnya). 

Kalau kayak kami di Riau pos itu ada jurnalisme akomodatif, kita 

mengakomodir orang, artinya sesalah apapun orang, dianya harus ditanya apa 

sebenarnya permasalahnnya. Karena permasalahan itu kan tidak muncul dari 

ruang hampa, berita yang menjual itu kan berita masalah. 

 

 



P  : Kalau anda sendiri pernah gak ngalamin seperti itu, misalnya nyari 

orang tapi gak bisa ditemui terus ditulis seperti tadi, tapi narasumbernya 

itu protes dan menggunakan hak jawabnya? 

W  : Ada yang marah-marah aja, karena diberitakan, gak ada hak jawab, ya udah 

gak apa-apa. 

P  : Ada gak yang sampai nuntut karena pemberitaannya tidak benar ? 

W  :  Sampai somasi belum pernah sejauh ini. 

P  :Kalau Riau Pos sendiri lebih pro kemana sih dalam hal 

pemberitaannya? 

W  : Kita akomodatif, mengakomodir. 

P  : Kalau mau liputan kan ada persiapan-persiapan tersendiri, dari mulai 

liputan sampai berita dikirim. Itu ada persiapn khusus gak saat akan 

meliput berita kebakaran hutan ini ? 

W  : Setiap pagi kebiasaan wartawan tu baca-baca, apa yang bagus, informasi 

sekecil apapun dalami-dalami. Persiapannya paling, mulai bekerja dengan 

pikiran yang jernih. 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Eka 

Gusmadi Putra) 

 

P  : Kapan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi ? 

W  : Awal Juni, ya awal Juni karena dah kemarau kan 

P  : Beritanya muncul mulai bulan Juni sampai kapan mas ? bisa 

diceritakan awal kasusnya? 

W  : Awal Juni, dah mulai kemarau awal-awal itu kan. Itu mulai banyak lahannya 

kebakar. Itu pakai puntung aja udah kebakar kan karena lahan-lahan di Riau 

ini lahannya kan gambut, jadi itu dimanfaatkan sama ini, sama orang yang 

buka lahan untuk perkebunan. Kebanyakan sawit, terus karet. Jadi ada yang 

perorangan ada yang perusahaan memang. Cuman mereka memanfaatkan 

orang gitu untuk membakar. 

P  : Itu emang sengaja dibakar gitu ? 

W  : Itu ada yang disengaja. Itu tadi yang buka lahan. Makanya sampai sekarang 

kan masih ada beberapa tersangka. Terus dari awal Juni, pertengahan Juni itu 

mulai terasa kabutnya. Aku karena baru buat kaledoskopnya jadi masih 

sedikit ingat. Waktu 21 Juni pokoknya ributlah . Tanggal-tanggal belasan, 17, 

18 dah mulai anak-anak sekolah diliburin, terus data Dinas Kesehatan juga 

sudah banyak masyarakat yang terserang ISPA, itu sudah merata diseluruh 

kabupaten kota di Riau.  

 Tanggal 20 kan pemberitaan di Singapore mulai menentang SBY tu kan, dah 

mulai sampai Malaysia, Singapore, Filipina dan sebagian Thailand kan. Terus 

dari 21 disini rapat. Semua tu, Wakil Gubernur, Danrem, Danlanud, Kapolda. 

Jadi ditetapkan waktu itu tanggap darurat asap kan statusnya itu. Sorenya 

 

 



habis rapat itu, tiga menteri kesini langsung tu, Gamawan, Agung Laksono 

sama Menteri pertanian Kuswono, sama kepala BNPB. Dari situ mulai dibuka 

posko disana, di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin namanya. Disitu ada 

posko, nah disitu ada penanganan bom air, terus teknologi modifikasi cuaca 

sampai 20 hari. 

P  :  Itu kebakarannya di daerah mana aja mas ? 

W  : Hampir seluruh Kabupaten tu, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, 

Pelalawan, Pekanbaru, Siak, lebih ke arah sini sih, ke pesisir. Cuman 

setelahnya menyebar juga Inhu (Indra Giri Hulu), Inhil (Indra Giri Hilir), 

Kampar, Kuansing. 

P  : Masnya juga ikut terjun langsung ke lapangan ? 

W  : Sempat ikut yang nyemai garam itu kan, yang ikut bikin hujan buatan, terus 

sempat turun ke Pelalawan juga, ya beberapa kali lah. Tapi yang jelas stanbay 

di posko penanggulangan bencana itu di TNI AU, karena beritanya harus rutin 

kan, harus di follow up terus, dari hasil penanganannya gimana sih, dari yang 

titik api awalnya tanggal 20 sampi 90an kan, semakin nurun, terus tanggal 5 

udah mulai nol titik apinya, 5 Juli. 

 Tapi beres Juli ,masuk Agustus, pertengahan Agustus ada lagi, kebakar lagi. 

Itu lebih banyak di Pelalawan, Inhu sama Bengkalis, Siak. Itu sempat ada 

penanganan. Iya ini yang paling parah kan dari 2007. Sampai ke Malaysia 

juga kan. Ya kayak ada siklus gitu, siklus lima tahunan hehehehe.  Ya 

mungkin entah iya entah tidak terlepas dari unsur politiknya, jadi bergening 

politik itu kan untuk buka lahan. Emang kebakaran juga, cuman emang yang 

paling parah. Jadi kayak Pelalawan yang dekat aja kan , mulai dari gerbang 

masuk itu sudah kebakar semua, Rohil juga. Kebetulan juga waktu itu kata 

BMKG asap itu mengarah ke Singapore, sampai ke Malaysia. 

 

 



P  :Bagaimana permasalahan yang dihadapi ketika menjalankan tugas 

jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan di Riau? 

W  : Dari awal emang sudah kendala sih, kenapa? Karena poskonya di AU. Kan 

tau wartawan sama TNI AU kan pernah dulu waktu Sukhoi jatuh, pesawat 

tempur itu jatuh. Sejak itu hubungan sudah tidak baik. Masuk saja kami harus 

diperiksa dengan tepat, KTP ditinggal, ngisi absen. Itu kendala awal.  Tapi 

karena dari BNPBnya ini menjadi isu nasional, BNPB yang back-up untuk 

berngkat mau nyemai. Cuman waktu itu ngebom ndak bisa, karena terbatas 

kan, karena helikopternya sendiri bawa beban air 2000an liter , kalau kendala 

peliputan herkulesnya sendiri kan, herkules ketinggiannya kayak gitu. Kita 

gak pernah kan, karena diatas kan nyari awan yang benar-benar awan bisa 

dijadiin hujan. Jadi naik ni 1500 misalnya kan, gak ketemu awannya , naik 

lagi sampai ketempat yang kekurangan udara gitu. Itu kalau di udaranya.  

Kalau di lapangannya pasti medannya, karena cenderung pemadaman itu tidak 

yang dipinggir jalan kan itu, harus masuk kedalam, karena hawanya sendiri 

udah panas. 

P : Masnya sendiri pernah masuk gak ? 

W  : Iya, kami pernah investigasi sama fotografer 

P  : Itu kan sulit banget, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis 

lingkungan ? 

W  : Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan tugas sebagai peliput juga gitu, yang 

juga ditugasi kantor, ya kayak ke lapangannya gitu ya bisa diatasi aja sih. 

Paling memang tidak sebentar, butuh waktu. Misalnya gak bisa selesai hari 

ini, konfirmasi lagi ke kantor belum dapat bahannya terus nginap dulu gitu. 

Minta waktu aja sih. 

 

 



P : Karena ada deadline-deadline gitu ya ? 

W  : Iya, paling bahan seadanya sampai disitu aja, paling konfirmasi terbatas aja 

sama kepala BPPD sini by phone gitu. 

P  : Ini kan termasuk jurnalisme lingkungan kan ya. Kalau dari dari 

jurnalisme lingkungannya sendiri ada problemnya gak? Kan gak secara 

umum, misalnya kayak politik sendiri, kan beda-beda kesulitannya. 

Kalau di lingkungan sendiri ada kesulitan tersendiri gak saat ngeliput? 

W  : Dari lingkungan, kesulitannya kita ngadepin asap, rentan dengan Ispa. Pada 

waktu itu indeks Ispu itu sudah jauh di atas dari yang awalnya 230 

standartnya, ini sudah sampai 350-400. Dan bukan untuk pribadi juga, tapi 

untuk Riau keseluruhan, untuk flora dan faunanya juga. Masyarakatnya juga 

memang sudah tercemar. Kementrian Lingkungan Hidup juga langsung turun 

waktu itu kan . 

P  : Kalau dari sisi penulisannya sendiri, itu kan ada istilah-istilah khusus 

juga kan kalau di lingkungan, seperti Ispa, Ispu. Itu gimana ?kan ada tu 

pembaca yang kurang ngerti tentang istilah-istilah gitu, nah, masnya 

sendiri gimana nulisnya biar pembaca itu ngerti maksudnya ? 

W  : Ya kalau misalnya bahasa awam gak apa-apa kan dituliskan langsung. 

Cuman kalau ada istilah dari lingkungan hidup atau dari tulisan mengenai itu, 

paling dikasih penjelasan aja setelahnya. Misalnya Ispu itu tadi, ya dijelasin 

aja beberapa kata gitu, Ispu itu apa sih gitu, kenapa lahan gambut itu mudah 

terbakar, dan segala macam. Paling kalau aku gak tau istilah itu artinya apa 

dan narasumber tidak bisa jelasin pada saat itu juga, paling ya searching, 

karena memang banyak bahasa baru.  

P  : Untuk jurnalisme lingkungan sendiri ada pelatihan khususnya gak mas, 

kan itu tadi ada bahasa-bahsa awamnya? 

 

 



W  : Untuk pelatuhan khusus seperti itu tidak ada. Cuma kalau seminar atau 

worksop gitu mengenai lingkungan yang diadakan oleh BKSDA sering ikut. 

P  : Jadi sedikit ngerti lah ya tentang istilah-istilah gitu ? 

W  : Sedikit memahami. Ya itu tadi kalau benar-benar belum ngerti dan belum 

paham ya googling. 

P  : Bagaimana solusi yang ditawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang 

terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini 

terjadi di Riau? 

W  : Emang harus ada regulasi yang jelas sebenarnya untuk masyarakat atau 

perusahaan yang membuka lahan gimana sih gitu. Misalnya mereka punya 

areal 1000 hektar gitu, yang untuk penanamannya 500 hektar. Cara untuk 

membuka lahan itu harus jelas gitu. Harus ada regulasi dari Kementrian 

Lingkungan Hidup, Kementrian Pertanian, Kementrian Perkebunan, semunya 

harus bersinergi gitu. Jadi dengan gitu kan, kata Siswono juga kan waktu itu 

ada cara lain untuk membuka lahan selain membakar, tidak dengan membakar 

gitu. Bisa dengan menggunakan alat berat dan segala macam. Cuman kan 

kendalanya bagi perusahaan atau masyarakat yang pengen berkebun itu, 

biayanya jauh lebih mahal. Kalau pakai api kan tinggal siram aja pakai bensin 

habis. Tapi kalau ada regulasi kan bisa jelas, Polda juga bisa nindak tegas. 

Karena rata-rata dari belasan tersangka dalam kebakaran kemarin itu 

perusahaan Malaysia, makanya kalau Riau sendiri menangani ini gak 

mungkin bisa. Ini butuh sinergi dari semua kementrian. 

P  : Sekarang masih berlanjut gak kasusnya itu ? 

W  : Masih, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka  

P  : Kalau kebakarannya sendiri masih ada atau tidak ? 

 

 



W  : Untuk kebakarannya sendiri sudah tidak ada, kan musim hujan. Tapi untuk 

Riau sendiri sudah ada kemajuan sih. Karena kemarin sudah disahkan juga 

perda tentang bencana alam. Dari perda itu nanti Riau sendiri sebelum musim 

kemarau, sebelum kebakaran itu sendiri terjadi bisa dilakukan penanganan. 

Lewat sosialisasi atau penjelasan kepada perusahaan untuk tidak membuka 

lahan dengan membakar. Baru disahkan kemarin 25 November. 

P  : Itu beritanya terakhir bulan apa mas ? 

W  : Ya yang 10 Juli posko ditutup , terus udah mulai pelacakan tersangka, titik 

apai sudah gak ada. Di pertengahan Agustus kebakaran lagi, tapi bukan yang 

di lokasi pertama. Pindah lokasi kebakarannya. 

P  : Pertengahan Agustus sampai kapan ? 

W  : Sampai 31 Agustus, karena kan BNPB masih pakai helicopter. Dah masuk 

September udah gak ada lagi, curah hujan udah mulai turun lagi 

P  : Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus 

kebakaran hutan dan lahan di Riau ? 

W  : Ya perannya paling sebagai media kontrol sosial , memberitakan saja dan 

memang kami selalu menempatkan itu di halaman satu, di headline. Terus kan 

Riau Pos dibaca oleh masyarakat, pejabat, segala macam. Dari situ aja sih 

berharap follow upnya terus. Kan karena grup Jawa Pos, jadi yang besar-

besarnya tetap dinaikkan di JPNN, selain di online dan di Koran. Kan isunya 

menyangkut SBY, pasca dia minta maaf  sama Singapore. 

P  : Riau Pos sendiri concern gak sama masalah-masalah lingkungan ? 

W  : Ya concern. Tiap minggu kan kita siapkan halaman save the earth. Tiap 

minggu kan ada itu. 

 

 



P  : Setiap minggu pasti ada ? 

W  : Ada, pasti ada. Semua tentang lingkungan. Ada tim minggunya. 

P  : Anda sendiri ikut nulis di halaman save the earth gak ? 

W  : Nggak. Senin sampai Kamis tu  dia keliling, Jumat, Sabtu baru deadline. 

P  : Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan 

lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering 

terjadi di Riau ? 

W  :Lewat pemberitaan aja sih sebenarnya. Tapi tim minggu juga setiap mereka 

bergerak ke lapangan itu selalu mengajaklah. Mengajak perusahaan agar tetap 

perduli. Karena kan kalau tidak ada peran media juga akan jauh lebih parah 

sih. 

 Karena gampang benar disini dirusak. Kalau ada kemarau ya udah, tinggal 

lempar punting rokok aja bisa kebakar ribuan hektar kalau dibiarin. Satu lagi 

keterbatasan Riau juga kemarin, gak ada peralatan yang cukup, jadi harus 

minta bantuan. 

P  : Kalau di Riau Pos ada gak jurnalis yang khusus lingkungan ? 

W  : Paling ya tim minggu, karena yang harian tiap tahun pindah-pindah. Harus 

nguasain semua. Gak ada wartawan khusus. Paling yang ada ya wartawan 

budaya. Kalau lingkungan ya lihat situasinya aja. Kalau memang scopenya 

propinsi ya aku. 

P  : Bagaimana cara yang dilakukan agar mendapatkan data yang akurat 

dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ? 

W  : Ya gerak ke ini aja, ke BPBD (Badan  Penanggulangan Bencana Daerah), 

terus ke BLH (Badan Lingkungan Hidup), yang punya data itu sih dua itu, 

 

 



sama dinas perkebunan dan kehutanan. Kalau misalnya pengen data tentang 

ISPU minta ke lingkungan hidup. Pengen minta tentang data yang terserang 

ISPA misalnya minta ke kesehatan, gerak-gerak gitu aja. 

P  : Itu mereka ngasih atau ada kesulitan-kesulitannya untuk dapetin data 

itu ? 

W  : Ada, kadang banyak alasan untuk yang berkompeten memberi informasi itu 

tidak ada, nanti telepon kepala dinasnya aja. 

P  : Wawancara via telepon gitu ? 

W  : Telephone, minta arahan kepada kepala dinasnya, minta data kemana ni, biar 

dia yang delegasikan. Kalau udah kepalanya yang bilang kan, udah ikut aja 

orang. Karena kalau minta Gubernurnya kan, waktu itu gubernurnya di KPK, 

jadi wakilnya. paling kalo mentok gak dapat, sementara deadline, minta ke 

wakil gubernur. 

P  : Itu pasti dikasih atau tidak ? 

W  : Dari gubernur dimintakan ke anggota-anggotanya. 

P  : Wakil gubernur itu pasti mau untuk diwawancarai ? 

W  : Kalau untuk yang kasus Karhutla kemarin ya mau. Kalau isu publik biasanya 

mereka mau ngasih. 

P  : Jadi gak terlalu banyak kendala ya ? 

W  : Nggak, BMKG juga untuk titik api mereka mau ngasih  

P  : Anda sendiri kan ikut ngeliput kebakaran hutan dan lahan, itu perintah 

dari pimred atau inisiatif sendiri untu meliput ? 

 

 



W  : Untuk turun di lapangan seringnya inisiatif. Karena kan pasokan berita harus 

tetap terjaga. Inisiatif aja. Misalnya bang aku ikut nyemai ya, beritanya 

gimana? Aman  

P : Jadi gak harus diperintah untuk liputan ? 

W  : Nggak, yang jelas jaga posko aja, kalau isunya propinsi ya itu kewenangan 

ku. Selesai liputan langsung kirim berita by email, gak mesti ke kantor. Kalau 

lagi lipitan gini ada rapat kan gak mungkin ke kantor. Apalagi kalau yag di 

Pelalawan kan gak mungkin ikut rapat. 

P  : Rapatnya mingguan atau gimana ? 

W  : Rapatnya sebenarnya tiap hari. Cuman ya itu tadi kalau kita gak bisa ke 

kantor ya tinggal bilang aja karena liputan gak bisa ke kantor, berita kirim aja. 

P  : Kalau kebakaran yang sebelumnya ikut ngeliput juga ? 

W  : Kalau kebakran yang 2012 aku gak ngurusi. Ya itu tadi, kita dipindah-

pindahin tiap tahun biar menguasai semua, gak ada yang khusus, yang tim 

minggu juga. Kayak aku gitu, udah ngerasain semua posko, nanti ditarik tim 

minggu. Itu kan ada liputan khusus juga, ada liputan for us juga. 

 Ya kendalanya itu aja, ya sebagai jurnalis juga sebenarnya gak ada yang bisa 

jadi kendala. Kalau gak bisa narasumber yang ini, cari narasumber lain. Kalau 

deadline memang datanya Cuma segini ya kita bilang nanti bisa di follow up 

lagi. 

P  : Sebelum liputan ada persiapan-persiapan khusus gak sih? Misalnya 

mau kemana, mau wawancara siapa, cari data kemana. Dari persiapan 

liputan sampai pengiriman beritanya ada kendala gak ? 

 

 



W  : Kita lihat isu hari sebelumnya sama hasil rapat sore, jadi bisa tau. Kalau 

misalnya gak ada moment besar. Follow up yang hari ini. misalnya hari ini di 

halaman satu atau halaman pro otonomi itu masalah pembatasan lima desa, 

misalnya gak ada penjelasan, follow up aja ke propinsi. 

P  : Kalau kebakaran hutan kemarin dari Juni, Juli, Agustus, itu liputannya 

setiap hari atau gimana ? 

W  : Ya setiap hari. Ya progress penanganannya lah ya, terus misalnya hari ini 

berapa yang di bom, hasilnya, terus besok rencananya kemana, gimana hasil 

seminggu. Terus dilihat dari aspek lain, lingkungannya gimana, sudah berapa 

yang terbakar, follow upnya gimana. Gitu aja sih kalau peran Riau Posnya 

sendiri. 

P  : Jadi hampir setiap hari berita kebakaran muncul di headline ya ? 

W  : Iya, dari tanggal 20 Juni samapai tanggal 5 Juli lah, sekaligus fotonya. 

P  : Fotografernya ikut juga atau anda sendiri ? 

W  : Ya fotografernya ada. 

P  : Kalau Riau Pos kan media lokal. Biasanya ada kedekatan tersendiri 

pada masyarakat Pekanbaru, Riau. Gimana sih biar masyarakat itu 

percaya dengan pemberitaan Riau Pos? dari sisi penulisan beritanya 

sendiri gimana, kan masyarakat butuh banyak informasi perkembangan 

kasus kebakaran hutan dan lahan? 

W  : Ya ini aja sih, menyajikan berita yang real. Kan pernah turun di lapangan, 

jadi tau menyajikan berita menurut masyarakatnya aja gimana. Bagaimana 

ngerasain kebakaran hutan. kan sampai ada korban kan, sampai ada yang 

meninggl. Ya turun ke lapangan terus. Ya menyajikan tulisan yang 

 

 



menunjukkn empati lah ya dalam penulisannya. Mencoba di posisi 

masyarakat. Terus diambil statement dari pemerintah untuk penanganannya. 

P  : Gak berpihak ke salah satunya ? 

W  : Gak. Ya itu juga gunanya turun ke lapangan, tau kondisi realnya. Karena 

omongan pejabat, omongan tim di posko itu kan yang oke-oke aja kan, 

gimana realnya di lapangan mereka gak mau menyebutkan. Selain itu juga 

karena Riau Pos punya wartawan diseluruh kabupaten, jadi penyajiannya bisa 

berimbang. 12 Kabupaten kota ada. 

P  : Kalau disini sendiri ada berapa wartawannya ? 

W  : Pekanbaru yang di lapangan ada belasan. Gak sampai 15 sih. Pemberitaan 

satu wilayah bukan aku sendiri, tapi keroyokan. Tapi yang konsen di posko 

aku. Kayak yang di Polda ya harus follow up yang disana. 

 

 

 



Interview Guide 

Dalam penelitian kualitatif ini metode utama yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber 

untuk memperoleh informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah jurnalis SKH Riau Pos yang meliput dan 

menulis berita terkait kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang dijadikan tempat 

untuk melakukan penelitian. 

Pertanyaan yang dilampirkan dapat dikembangkan sesuai dengan proses 

wawancara dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber 

sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, Jurnalisme Lingkungan dan Kinerja 

Jurnalistik. Berikut ini beberapa pertanyaan inti yang akan dilakukan untuk 

wawancara dengan narasumber :  

Data Narasumber : 

Nama   : 

Usia   :  

Asal   : 

Media   : 

Jabatan dalam media : 

Lama bekerja  : 

Pendidikan Terakhir : 

 

 



Pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan diajukan untuk menjawab 

penelitian ini : 

1. Bagaimana problem atau kendala kerja yang anda hadapi ketika 

menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan dan 

lahan di Riau dilihat berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan 

wartawan lingkungan ? 

2. Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat 

melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ? 

3. Bagaimana solusi yang anda tawarkan terkait kasus-kasus lingkungan 

yang terjadi, berhubungan dengan kewajiban sebagai seorang jurnalis 

lingkungan? 

4. Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus 

kebakaran hutan dan lahan di Riau yang dituntut untuk bersikap fair ? 

5. Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan 

lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering 

terjadi di Riau ? 

6. Bagaimana problem yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi 

jurnalis lingkungan ? 

7. Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat 

dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ? 

8. Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan 

kebakaran hutan dan lahan ? 

 

 



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Mario) 

 

P  : Kemarin ngeliput seputar kebakaran hutan juga ? 

W  : Iya, kami biasanya tim. Kendalanya yang kami alami tu jauhnya medan, 

kebanyakan kebakaran hutan tu cenderung berada di daerah-daerah yang 

cukup jauh, misalkan kalau di Riau itu di kabupaten ROHIL, Bengkalis , 

Rohul, Siak. Jadi paling kendalanya di medan. Tapi kami untuk di Riau Pos 

sendiri biasanya menurunkan tim. Artinya begini untuk di propinsi kan kita 

punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sama dinas terkait lah. Jadi 

mungkin kami berbagi tim. Kebetulan kalau saya tugasnya pada waktu itu ikut 

mengontrol di Badan Penanggulangan Bencana. Kawan-kawan ada yang di 

BMKG. Secara teknis kendala-kendala kalau untuk peliputan tidak begitu 

signifikan. Cuma jauhnya medan, sehingga kita lebih cenderung 

berkomunikasi lewat HP, Soalnya kan kita punya jaringan, disetiap kabupaten 

kota kita punya kontributor. Jadi untuk mengetahui informasi terbaru itu kita 

komunikasi  (bagaimana kondisi terbaru? Bagaimana titik asap). 

P  : Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu ? 

W  : Caranya kita mungkin kita koordinasi dengan tim-tim yang ada di daerah, di 

lapangan terus supaya dapat hasil yang lebih valid terkadang kita ikut sama 

instansi. Terkadang Badan Penanggulangan Bencana mengajak kita, sebagian 

wartawan juga ada ikut helicopter  melihat kondisi asap, titik api. Sebagian 

juga ada langsung terjun dengan tim-tim yang memadamkan api, kita juga 

ikut. Kalo saya kemarin pernah ikut sama dinas perkebunan, soalnya di Riau 

kebanyakan yang terbakar selain hutan yang umum, juga ada perkebunan 

kelapa sawit, jadi mungkin saat itu kita koordinasi untuk mengatasinya 

dengan turun ke instansi-instansi terkait. 

 

 



P  : Solusi apa yang anda tawarkan terkait kebakaran hutan dan lahan ? 

W  :Mungkin kalau kami dari jurnalis itu permasalahannya, minimnya 

pengawasan, terus penerapan sanksi kurang tegas. Artinya kedepannya 

memang harus seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, 

aparat penegak hukum harus mengoptimalkan pengawasan. Jadi api itu, asap 

lebih cepat ditangani sebelum membesar. Jadi ketika ada pengawasan, ada 

indikasi kebakaran hutan memang harus langsung. Yang kedua, untuk 

mengurangi efek jera, memang harus diberikan semacam punisman lah yang 

tegas, soalnya sebagian besar itu juga ada perusahaan terkait kebakaran hutan 

yang diberikan sanksi, sehingga mereka tidak lagi mengulangi pembakaran 

hutan untuk membuka lahan . 

P  : Bagaimana peran serta riau pos terkait kebakaran hutan  dan lahan di 

Riau ? 

W  : Kalau Riau Pos ya tetap pada jalurnya. Kita memantau, melaporkan kondisi 

terkini, menginformasikan kondisi aktual. Terus memang ada juga sih kawan-

kawan dari Jikalah Hari, WALHI, WWF itu juga turun, kita juga berkordinasi 

sama-sama, mencari informasi, melihat perkembangannya. Yang jelas kalau 

dari Riau Pos kita memberikan semacam pembelajaran. Soalnya peran media 

itu juga berperan memberikan pembelajaran pada masyarakat, pada seluruh 

pihak, bahwa memang asap ini sudah bikin masalah yang rutin. Jadi kasus 

kebakaran hutan itu penanganannya memang selalu telat. Jadi memang harus 

perlu kerjasama dengan pihak terkait. 

P  : Bagaimana cara Riau pos menanggapi dan memahami permasalahan 

terkait kebakaran hutan ? 

W  : Kalau Riau pos kan dari awal sudah mengedepankan prinsip yang jurnalisme 

akomodatif, artinya memang selalu setiap pihak itu dikonfirmasi, ditanyakan 

 

 



kondisinya, penyebabnya. Kebakaran hutan ini kan sering terjadi, apakah ini 

akan terjadi lagi tahun depan. Gimana kedepannya lahan yang sudah terbakar. 

Itu yang kadang kita kaitin juga. Kita juga punya halaman minggu, namanya 

Liputan Khusus. Liputan khusus itu kita kupas penyebabnya, lokasinya, 

penanganannya, bagaimana kedepannya, apa yang harus dilakukan 

pemerintah, seluruhlah pihak terkait kita kupas itu, supaya masyarakat tau 

bahwa kita memang tidak mau men-judge diberita, bahwa ini yang salah.  

Kita paparkan aja, biarkan masyarakat menilai karena kita juga gak ingin satu 

pihak di judge . 

P  : Kalau Riau Pos sendiri concern dengan kasus-kasus lingkungan gak ? 

W  : Iya, kita di Riau Pos itu ada halaman namanya “save the earth” di hari 

Minggu, kita kupas itu, cuma memang itu masalah-masalah lingkungan 

seperti lahan gambut, efek rumah kaca dan segala macam terkait lingkungan. 

Masalah asap juga berkali-kali dikupas di halaman itu. Itu salah satu bukti 

kalau memang kami dari Riau Pos concern untuk bidang lingkungan hidup. 

Ada timnya juga yang mengupas masalah lingkungan. 

P  : Bagaimana problem yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait 

profesi  jurnalis lingkungan ? 

W  : Kalau problem secara prinsip gak begitu signifikan, soalnya mungkin kayak 

intervensi  dari perusahaan bisa dikatakan tidak ada, karena memang kami 

seluruh pihak  sering mendapat laporan dari LSM, Kebakaran hutan misalnya, 

lalu kami konfirmasi itu, ke stakeholder, masyarakat, jadi memang semua 

kami konfirmasi, sehingga berita yang kami beritakan itu memang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan itu mungkin pihak perusahaan 

atau masyarakat gak bisa mengintervensi. Kami di lapangan sangat luas dalam 

melaksanakan tugas, artinya memang tidak ada beban. Untuk masalah asap 

ini, sampai ribut-ributnya, sampai presiden sempat coment memang jadi topik 

 

 



utama di halaman depan selalu kami bahas. Ketika itu jadi headline dan di 

halaman depan, itu memang selalu dirapatkan (ohh ini lho yang harus dibahas, 

ini yg harus dikupas, gitu), jadi memang kami selalu membahas itu  

disesuaikan dengan isinya. Hampir dua bulan kalau gak salah asap itu dibahas 

terus. 

P  : Kalau untuk konfirmasinya sendiri ada kendala gak ? 

W  : Konfirmasi kebetulan kami di lapangan kan punya tim, kalau saya kebetulan 

kedapatan konfirmasi itu ke pihak pemerintah, artinya saya konfirmasi ke 

kepala daerah, sekretaris daerah, badan penanggulangan bencana, dinas 

kehutanan, badan lingkungan hidup. Teman-teman juga ada sebagian ke 

Gubernur, Bupati, Walikota, ke pihak terkait, pihak perusahaan. Jadi kalo 

untuk kendala konfirmasi kalo saya pribadi tidak begitu sulit, intinya kita, 

informasi ini kan kita peroleh dan kita komunikasikan dengan pihak-pihak 

terkait, sehingga mereka mau menyampaikan. 

P  : Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang 

akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan? 

W  :Ya memang kalau berbicara data kita harus valid, kalau melihat jumlah titik 

api, tu biasanya kami di posko. Di badan penanggulangan bencana itu ada 

posko. Tiap hari kita cari informasi, kalo gak kami dikasih printout data titik 

api di kabupaten kota, jumlah pesawat yang diturunkan, jumlah bom water 

yang sudah dilakukan. Sebagian kawan-kawan juga ada yang turun ke 

lapangan melihat kondisi asap, titik api dan itu nanti dirangkum menjadi satu 

berita headline atau second headline. 

P  : Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan 

kebakaran hutan? 

 

 



W  : Ini sangat kuat, karena di Riau Pos untuk berita-berita headline memang 

selalu dibahas, pembahasannya itu mulai dari tingkat reporter, korlip dibahas, 

dirancang segala macamnya. Nanti usulan kami itu dibahas lagi di rapat 

redaksi , ada redaktur, redpel sampai ke pimrednya langsung. Itu dibahas apa 

topik yang menarik pada saat itu dan yang akan datang . 

P  : Anda kan meliput kebakaran hutan juga, liputan itu atas perintah dari 

pimred atau inisiatif sendiri ? 

W  : Kalau kami liputan kan di BB ada group, kami juga punya rapat harian 

antara jam lima sampai jam tujuh malam, kecuali hari libur dan hari minggu. 

Jadi saat rapat itu kita bahas sesuai dengan posko masing-masing, korlip 

biasanya menanyakan itu, bagaimana perkembangan nya? apa kedepannya?. 

Usulan dari kami ini dibahas dirapat redaksi, itu liputan yang terencana. Tapi 

terkadang di lapangan ada suatu hal yang gak kita duga, misalnya, kita akan 

memprediksi akan mengambil data mengenai kebakaran hutan. Pada saat di 

lapangan ternyata kepala instansi atau pihak terkait mau turun, nahh itu kita 

langsung ikut kesana dan memantau. Dan setiap perkembangan yang kita 

peroleh di lapangan kita laporkan kemudian kita tindak lanjuti, kita tanya lagi 

ke pihak yang terkait. lebih ke jobdeskription yang diatur  sedemikian rupa, 

sehingga memang data yang kita peroleh itu maksimal . 

P  : Kalau dari jurnalisnya sendiri terkait kebakaran hutan, ikut berperan 

gak ? 

W  : Kami mungkin harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, artinya 

memang kami gak bisa  ikut langsung, misalnya berkecimpung menyelidiki 

penyebabnya secara detail mungkin enggak. Tapi yang jelas kami sesuai 

dengan peran kami lah. Melihat informasi itu, mengapa bisa terjadi, siapa saja 

yang disana. Itu yang kami informasikan. Kalau untuk spesifik seperti kayak 

Jikalah Hari, WALHI,WWF mungkkin kami enggak lah.  Kami hanya sesuai 

 

 



dengan peran kami, informasi kami kembangkan, memberi informasi kepada 

publik bahwa inilah kondisi realnya. 

P  : Kalau ini kan termasuk jurnalisme lingkungan, kalau dari istilah-istilah 

lingkungan sendiri dan dilihat dari sisi penulisan beritanya ada istilah 

lingkungan yang masih awam, pembaca belum tau, kalau menurut anda 

bagaimana cara penulisan yang tepat agar pembaca tau ? 

W  : Biasanya kalau di Riau Pos kalau ada bahasa inggris atau bahasa-bahasa 

awam, itu kita bold, digaris miring atau kami biasanya kasih keterangan 

dalam kurung, misalnya booming water (penyiraman air) hujan buatan, koma 

red. Intinya tidak mengurangi substansi berita yang kami informasikan. 

P  : Kemarin saya dapat informasi juga dari pak ilham kalo di Riau Pos gak 

ada wartawan yang khusus lingkungan, nah itu anda sendiri kan juga 

meliput tentang lingkungan mengerti gak sih tentang istilah-istilah 

lingkungan, atau pernah ikut seminar gitu ? 

W  : Kebetulan saya kan kuliah saya kan di Manajemen Sumber Daya Perairan, 

Magister saya di Ilmu Lingkungan UNRI, jadi  sedikit banyaknya saya juga 

punya basic lah. Karena saya menggeluti ini,  Cuma saya sering diskusikan 

juga sama orang kantor, sama teman-teman saya yang mengerti lah tentang 

spesifikasinya lingkungan. Yang jelas yang kita informasikan itu memang  

untuk masyarakat awam. Jadi untuk bahasa-bahasa yang terlalu teknis  kita 

minimalisir itu, ketika memang sudah tidak bisa lagi di elakan dan harus 

disampaikan ya disampaikan dengan kaidah-kaidah yang ada. Ketika itu bisa 

kita olah menjadi bahasa-bahasa yang mudah dikenal masyarakat ya kita atur 

aja gitu. 

P  : Ada gak sih misi-misi atau tujuan tersendiri dari jurnalis lingkungan 

untuk memberitakan kebakaran hutan ? 

 

 



W  : Yang pasti, baik pribadi maupun instansi, kami dari Riau Pos, semangat 

kami memang selalu ingin di depan dari media-media yang lain, artinya 

memang kami selalu coba memberikan informasi pada masyarakat bahwa 

yang ini jangan sampai terulang lagi, artinya memang kita coba berfikir 

mengajak, bahkan kita selalu menyampaikan kepada instansi terkait itu kok 

ini terjadi lagi, selama ini kita dimana. jadi terkadang kami lebih ke 

pembelajaran kepada publik. Peran kami disana itu mengajak, lebih pada ke 

persuasife penanganannya, bagaimana kita meminimalisir ini jangan sampai 

terjadi lagi . 

P  : Kalau dilihat dari fungsi media untuk informasi, edukasi dan mediator. 

Kalo dari wartawan sendiri bagaimana menjalankan tiga fungsi itu 

terkait kasus kebakaran hutan dan lahan? 

W  : Kalau saya dan di tim juga melakukan hal yang sama. Terkait informasi kita 

lakukan, edukasi mungkin seperti itu yang kita berikan pembelajaran pada 

masyarakat, kalo mediasi, kita memang terkadang juga berperan mengajak 

bahwa pihak-pihak terkait itu terkadang ya terlepas dari peran kita sebagai 

jurnalis juga memberi masukan, kedekatan emosional kita sebagai 

narasumber, memberikan peluang kepada kita untuk memberikan masukan 

kepada mereka misalkan (pak kayaknya kita harus melibatkan ini lho ). 

P  : Ada gak pedoman kerja jurnalis dalam meliput berita lingkungan? 

W  : Spesifik mungkin enggak, tapi kita lebih kepada aturan main di Riau Pos dan 

ini tidak berlaku di spesifik lingkungan, karena liputan yang masalah hukum, 

pendidikan paling ketika itu menjadi isu yang menarik kita bahas pertama, 

kita cari masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan pertimbangan sehingga 

liputan itu lebih terarah . 

 

 



P  :Kalau berdasarkan datanya bagaimana wartawan menjaga akurasi 

keseimbangan objektivitas berita ? 

W  :Kami biasanya lebih ke record dan sebagian teman-teman menulis data, dan 

terkadang meminta data secara langsung, jadi data yang didapat akurat, valid 

dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengantisipasi itu paling sering kita 

record . 

P  : Kalau dilihat gak ada keberpihakan wartawan atau Riau Pos sendiri ke 

perusahaan atau ke masyarakat ? 

W  : Itu yang kami kedepankan. Kami memposisikan kami berada ditengah-

tengah semuanya, baik perusahaan, masyarakat, pemerintah, penegak hukum 

dan aparatur. Jadi memang kami tidak mau men-jugde si A si B salah atau 

benar. Kami memaparkan kondisinya real-nya di lapangan, jadi masyarakat 

bisa menilai. Kami hanya memaparkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan 

kondisi di lapangan dan sesuai dengan data yang kami peroleh. Terlepas dari 

masalah masyarakat menilai Si A si B salah itu bukan urusan kita, yang jelas 

kita melaksanakan tugas memberi informasi secara valid. 

P  : Itu kasusnya udah selesai ? 

W  : Alhamdullilah tim kasutla yang sudah pulang awal November udah selesai , 

hampir tiga bulan dia disini  

P  : Itu beritanya terakhir bulan apa ? 

W  : Kalau tidak salah awal November, pasca itu kita juga sering running tapi 

tidak se-intens biasanya, misalnya langkah antisipasi, langkah himbauan dari 

BMKG, pengawasan titik api . 

 

 



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Muhammad 

Ali Nurman) 

 

P  : Kapan kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi ? mohon 

diceritakan bagaimana kasusnya 

W  : Ada 3 orang yg diwawancarai ni, sekitar bulan Mei-Juni kebakaran hutan. 

Itu kami ada 3 orang yg intens meliput itu. Eka di poskonya, Mario di 

Pemprof (apa kebijakan Pemprof terkait itu), aku di masalah hukumnya, 

karena kebetulan aku ngeliputnya di hukum kriminal, di Polda, Kejari, Kejati. 

Jadi ketika terkait ini otomatis awalnya kan tentu yang dicari siapa yang 

bertanggung jawab terhadap ini ? Kita tanya sama polisinya, bagaimana 

pengembangannya, apalagi  saat itu kan Kementrian Lingkungan Hidup 

melangsir ada 14 perusahaan yang harus bertanggung jawab. Itu kita tanya 

sama Polda. Polisi waktu itu belum menetapkan kalau perusahaan itu 

bersalah, polisi malah bertanya 14 itu siapa yang bilang ? Kementrian 

lingkungan hidup. Oiya kita akan dalami itu, kata mereka awalnya. Setiap hari 

kita pantau terus.karena kita kan sistemnya posko. Artinya selain berita itu 

kita jug harus produksi berita lain yg terkait posko kita. Tapi itu rutin ditanya-

tanya, akhirnya Polda Riau menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka, 

PT Adei Plantation, tapi hanya perusahaanya saja, orangnya belum. Tapi saat 

itu kita tanya, kenapa bisa gitu? Artinya, perusahaan itu ada personnya yang 

menyerahkan kebijakannya, perusahaan ini kan lembaga. Lembaga tujuannya 

tidak ada yang tahu. Hanya sekitar jarak berapa bulanlah dari penetapan itu, 

akhirnya polda Riau mengirimkan penyidik dari Direktorat Criminal Khusus 

dari Jogja. Saksi ahli lah, dari saksi ahli ditetapkan dua orang tersangka yaitu 

GM (General manager). Sejauh ini dari dua orang itu satu baru yang ditahap 

 

 



dua. Artinya berkasnya lengkap, tinggal menunggu penuntutan di pengadilan 

di Pelalawan.  

P  : Itu perusahannya Indonesia atau perusahaan asing ? 

W  : Perusahaan asing, punya Malaysia kalau gak salah. 

P  : Kalau ngeliput kan butuh data yang bener-bener akurat dan valid, 

sebagai wartawan sendiri  gimana sih biar cari data biar bener-bener 

valid, karena kan itu bakal di publish di koran dan dibaca orang banyak, 

gimana? 

W  : Kita sistemnya dari informasi yang di dalami, ada dua informasi yang kita 

dalami, apa kepastian tentang kasus. Ya itu tentang perusahaan, ada 

perusahaan yang kabarnya jadi tersangka, kita kejar. Kalau kami biasanya ke 

Humas Polda kordinasinya, bagaimana konfirmasinya. Tanyakan nama 

perusahaan nya. Berjalan, kabarnya dua orang ditetapkan tersangkanya. Kalau 

polisi kebiasaannya kan sebelum berkas ini masuk ke pengadilan  mereka 

tidak pernah membuka ungkap-ungkap. Siapa nama panjang orang itu (latar 

belakangnya gak dibuka), paling hanya inisialnya siapa, warga Negara apa, 

umurnya berapa.  

Karena mereka ini warga negara asing setelah dia tertangkap tentu ada yang 

mengikuti, yaitu dia di cekal, nah untuk mendapatkan data tentang dia, kita 

konfirmasi ke imigrasi, dari imigrasi lah ketauan nama lengkapnya. 

P  : Ada kesulitan gak mas buat dapat narasumber? 

W  : Kalau sejauh data biasanya kalau belum puas dengan satu narasumber, kita 

cari narasumber yang lain sebagai perbandingan. 

P  : Narasumbernya sendiri susah atau tidak untuk diwawancarai? 

 

 



W  : Sejauh ini gak susah, karena sistemnya sebenarnya posko, kecuali mungkin 

kalau wartawan nasional yang disini, dia kan sendiri, dia yang megang 

semuanya, berarti dia kesini, kemana-mana segala macam. Kalau kami, kayak 

PT ADEI  PLANTATION yang ditetapkan sebagai tersangka ini kan daerah 

operasinya di Pelalawan otomatis kami yang di pekanbaru tidak memikirkan 

kondisi di Pelalawan bagaimna. Itu orang pelalawan lah yang tau. 

P  : Kalau misalkan ni. kita butuh data tentang ini, tapi narasumberya itu 

gak mau di wawancarai, susah ditemui, padahal kita benar-benar butuh, 

itu bagaimana ? 

W  : Pertama, upaya konfirmasi kan harus ada, biasanya kita punya nomor 

kontaknya, kalau orangnya ditelepon, disms gak jawab, cari tau siapa yang 

megang kasusnya, karena semua bekerja berdasarkan fungsi tugasnya masing-

masing, kalau masalah kebakaran hutan kan Direktorat Criminal Khusus di 

Polda Riau, pergi kesana gitu. Kalau gak dapat juga kita harus menjadikan 

kawan anggota-anggotanya, secara global sih, informasi bisa dari mereka 

juga. Kita tanya sama anggotanya (ini gmna?), hal ini harus dikonfirmasikan 

(kabarnya ini kayak gini ya), kalau kita sudah punya data, kita tanyanya enak, 

masalahnya kalau kita gak punya data, kalau kita tanya ya bakalan gitu, ada 

pertentangan kerja lah. Kalau wartawan mau buka seluas luasnya kan, kalau 

polisi membuka seperlunya saja. 

P  : Berarti intinya ada kroscek lagi dengan narasumber lain? 

W  : Ya intinya seperti itu, fungsinya dasar aja sih sebenernya memang. 

P  : Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, tanya kontaknya, langsung 

hubungi,. kalau dari anda sendiri, solusi yang ditawarkan apa terkait 

kasus kebakaran hutan dan lahan ? 

 

 



W  : Harusnya dievaluasi perusahaan-perusahaan yang ada disini, artinya kalau 

sudah misalnya kayak perusahaan dijadikan tersangka, otomatis kan ada 

keputusan bersama, artinya perusahaan yang dianggap salah ini bukan 

orangnya saja, kan ada dua proses ni : 

Perusahaan ditetapkan jadi tersangka, artinya secara general ini perusahaan 

salah, setelah itu baru ditetapkan dua pimpinan jadi tersangka kan, artinya 

keberadaan perusahaan ini kan dievaluasi. 

P  : Itu sebenarnya kebakaran hutan itu karena sengaja dibakar atau 

karena kebakar karena panas? 

W  : Jadi kasus kebakaran di Riau kemaren ini, perusahaan nya cuma satu dan itu 

satu-satunya sampai sekarang jadi tersangka. Ada tersangka-tersangka 

perorangan, kalo di cari ada tu. Kalo data aku gak hafal, tapi ada. Rata-rata 

mereka membuka lahan, membuka lahan kalau dengan tata cara umum sekian 

ratus hektar kan biaya akan mahal. Maka pakai jalan cepat lah mereka, 

bakarin aja pakai minyak, disiram. 

P  : Kalo dari Riau Posnya sendiri ikut berperan gak terkait kasus ini, 

misalkan menawarkan solusi apa gitu? 

W  : Sebenarnya fungsi media itu harus bisa menawarkan solusi, tapi kan tidak 

secara langsung medianya yang ngomong, kita cari siapa orang yang 

berkompeten untuk itu. Kan bisa minta buah pikiran dari ahli, misalnya pakar 

lingkungan, lalu kita suguhkan ke masyarakat, siapapun lah nanti masyarakat 

yang membaca itu. Karena kan diantara pihak-pihak yang berwenang terhadap 

masalah kebakaran hutan ni kan tidak langsung berkomunikasi, dinas 

kehutanan misalnya, kan tidak langsung berkomunikasi dengan kapolda. (ada 

mungkin yg mau disampaikan dinas kehutanan tentang solusi ini tp tidak bisa 

langsung ke kapolda, lalu melalui siapa? Ya sudah melalui media saja, gitu.).  

 

 



P  : Kalau Riau Pos sendiri menanggapi  permasalahan lingkungan 

kebakaran hutan dan lahan ini gimana ? 

W  : Ini penting, malah sampai beberapa terbitan jadi halaman satu terus. Sampai 

akhirnya ada wartawan Riau Pos yang angkat tentang kebakaran hutan ini, 

juara tiga di lomba penulisan di KLH itu, redaktur dia. Itu penting karena 

untuk masyarakat dan isunya sudah nasional  dan bencana nasional. Makanya 

harus ada yang disangkakan . kalau Cuma orang per orang tidak akan separah 

itu asapnya. Maka dicarilah siapa yang bertanggung jawab terhadap itu. 

P  : Itu yang dibakar daerah mana aja ? 

W  : Searching dulu. Itu isu besar, gak akan orang per orang yang menggarap , 

intinya kerja tim. 

P  :  Kalau dari sisi penulisan beritanya sendiri, ini kan jurnalisme 

lingkungan, kan banyak pembaca yang masih kurang ngerti tentang ada 

bahasa-bahasa yang mungkin masih belum dimengerti orang, itu 

bagaimana cara mengatasinya agar pembaca ngerti ? 

W  : Wartawan itu harus mengerti dulu apa yang dia tulis, bentuk sederhana 

dalam masalah itu yang paling dimengerti masyarakat. Harus seperti itu 

dikemasnya. 

P  : Kalau di Riau Pos sendiri, ada gak wartawan yang khusus tentang 

lingkungan? nah kalau anda sendiri kan ini tentang kebakaran hutan 

otomatis kan ada istilah-istilah lingkungan yang mungkin agak kurang 

dimengerti, pernah dapat kayak misalkan pelatihan khusus gak tentang 

jurnalisme lingkungan ? 

W  : Gak sih, Cuma ya kita harus proaktif, cari tau apa yang tidak kita tau, kita 

cari tau sendiri (googling). 

 

 



P  : Kalau berita tentang kebakaran hutan nya sendiri tu sekarang sudah 

gak muncul, tapi yang penetapan tersangkanya itu yang masih muncul 

atau tidak ? 

W  : Iya, karena  tidak ada masa kadaluarsanya, penyidikan itu kan berproses, 

penuntutan sampai di persidangan. 

P  : Sekarang juga msih berlanjut ? 

W  : Masih, karena diantara dua orang ini, baru satu yang berkasnya lengkap 

untuk penuntutan. 

P  :  Kalau untuk menulis berita-berita lingkungan ada  kesulitan gak ? 

W  : Sulit itu kan tergantung persepsi kita aja sebenarnya, anggap aja tantangan. 

Gambarannya, kita kan harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi 

pada masyarakat, gimana caranya kita harus ngerti. Kalau kita gak ngerti, 

gimana kita bisa buat masyarakat ngerti. 

P  : Kalau kasus kebakaran hutan dan lahan, anda liputan atas inisiatif 

sendiri atau perintah dari pimred ?hubungan antara wartawan dengan 

pimrednya itu gimana ? 

W  : Ya kayak aku bilang tadi, kita ini kan penugasan berdasarkan prosedur. 

kebetulan kasus ini  kan ada kaitan dengan masalah hukum, artinya kebakaran 

hutan ini kan masalah artinya ada pidana yang mengikutinya, pidana itu kan 

bisa dikenakan kepada siapa saja, yang menangani ya penegak hukum kan, 

polisi, jaksa. Itu aku liputannya langsung aja ke polda. Setiap hari kita kan 

nyari informasi ni. Aku rasa tidak harus diperintah lah. Cuma ada informasi 

kita kejar. Karena kan informasi itu bisa dari mana saja. Bisa kita dapat dari 

narasumber, bisa dari kabar angin yang belum dapat dipastikan dari bocoran-

 

 



bocoran. Kalau aku gak terlalu banyak sih, Cuma mantau masalah hukumnya 

saja. 

P  : Saat ini masih liputan tentang kasus itu ? 

W  : Iya mantau terus, Cuma terakhir minggu lalu baru ditahap dua kasusnya, 

berkasnya lengkap untuk penuntutan. 

P  : Disini lagi liputan apa ? (POLRES) 

W  : Lagi buat berita, kalau ke kantor jauh. Kalau tugas jurnalistiknya tu sama aja 

sih sebenarnya , objek peliputannya aja yang berbeda-beda 

P  : Kalau anda sendiri ikut gak turun ke lapangan, memantau kebakaran 

hutan ? 

W  : Gak, karena kita terikat posko, kalau kita pergi siapa yang jaga posko? 

Sementara ada kewajiban membuat berita lain juga. satu hari paling tidak 5-6 

berita minimal dan harus berita yang berbeda. 

P  : Ada deadline juga ? 

W  : Iya, deadline sore, setiap hari. Karena Riau pos itu terbitnya ada 44 halaman. 

P  : Itu kebakarannya kan udah sering, selama sering terjadi kebakaran itu 

selalu ngeliput tentang kebakaran gak? 

W  : Aku jadi wartawan baru tiga tahun, baru satu kali kemaren yang besar-

besaran, yang ikut liputan ini ya baru kali ini. kalau yang ke lokasi kebakaran 

cuma yang kecil-kecil, sekitar kota, polisi kan ada juga bantu turun,naik mobil 

water canon itu, kalau yang posko penanggulangannya langsung kan mereka 

pakai helikopter. Ya bekerja sesuai fungsi aja. Kalau aku mantau masalah 

hukum kriminalnya. kalau terus mantau kesana, kan sudah ada Eka, sudah ada 

jobdesknya masing-masing. 

 

 



P  : Sebelum kerja di Riau pos kerja dimana ? 

W  : Sebelum itu kuliah, aku sama Eka sama masuk Riau posnya. Kalau 

wartawan baru sih awalnya gak langsung di tempatkan di Polda,  kayak aku 

awalnya di polsek-polsek. Wartawan harus punya jaringan yang luas, jadi dia 

tau. Kita wawancara pun tidak bisa langsung, kita harus tanya kan ulang, 

apakah orang tersebut yang menangani kasusnya. Kalau dilihatnya kita tidak 

cakap, dia menghindar-menghindar. Karena kita wawancara cari tau dulu 

sama teman-teman wartawan.  lalu kita telepon aja, (pak mau tanya masalah 

ini), kalau itu kewenangan dia, pasti akan langsung dijawab, tapi kalau itu 

bukan kewenangan dia, pasti dia akan jawab, itu tidak kewenangan saya. Kalo 

instansi itu pasti ada Humas, yang awal tu pasti kita ke Humas, tanya tentang 

masalah ini, mau jumpa dengan orang yag terkait dengan hal ini. 

P  : Kalau misalkan itu kasus kewenangan dia, tapi dia gak mau ngasih 

informasi, bagaimana? 

W  : oo bagus sekali, ada yang ditutupi itu pasti masalah. Masalah ini kita mau 

tanyakan tentu kita sudah punya latar belakang. Kita coba kontak dia. 

Ditelepon gak jawab, disms gak balas, ya udah untuk konfirmasi kita buat itu. 

Masalahnya berita kita kan hak jawabnya nanti ada. Kita kejar dia bukan 

karena hak dia pribadi tapi karena itu kewenangan dia, atas dasar tugas dan 

jabatan dia, makanya dia pun harus menjawab. Rata-rata pejabat sekarang 

sudah banyak yang ngerti, kalaupun dia belum siap (nanti dulu ya atau tunggu 

sebentar aku cari informassi lengkapnya). 

Kalau kayak kami di Riau pos itu ada jurnalisme akomodatif, kita 

mengakomodir orang, artinya sesalah apapun orang, dianya harus ditanya apa 

sebenarnya permasalahnnya. Karena permasalahan itu kan tidak muncul dari 

ruang hampa, berita yang menjual itu kan berita masalah. 

 

 



P  : Kalau anda sendiri pernah gak ngalamin seperti itu, misalnya nyari 

orang tapi gak bisa ditemui terus ditulis seperti tadi, tapi narasumbernya 

itu protes dan menggunakan hak jawabnya? 

W  : Ada yang marah-marah aja, karena diberitakan, gak ada hak jawab, ya udah 

gak apa-apa. 

P  : Ada gak yang sampai nuntut karena pemberitaannya tidak benar ? 

W  :  Sampai somasi belum pernah sejauh ini. 

P  :Kalau Riau Pos sendiri lebih pro kemana sih dalam hal 

pemberitaannya? 

W  : Kita akomodatif, mengakomodir. 

P  : Kalau mau liputan kan ada persiapan-persiapan tersendiri, dari mulai 

liputan sampai berita dikirim. Itu ada persiapn khusus gak saat akan 

meliput berita kebakaran hutan ini ? 

W  : Setiap pagi kebiasaan wartawan tu baca-baca, apa yang bagus, informasi 

sekecil apapun dalami-dalami. Persiapannya paling, mulai bekerja dengan 

pikiran yang jernih. 

 

 

 

 



Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Eka 

Gusmadi Putra) 

 

P  : Kapan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi ? 

W  : Awal Juni, ya awal Juni karena dah kemarau kan 

P  : Beritanya muncul mulai bulan Juni sampai kapan mas ? bisa 

diceritakan awal kasusnya? 

W  : Awal Juni, dah mulai kemarau awal-awal itu kan. Itu mulai banyak lahannya 

kebakar. Itu pakai puntung aja udah kebakar kan karena lahan-lahan di Riau 

ini lahannya kan gambut, jadi itu dimanfaatkan sama ini, sama orang yang 

buka lahan untuk perkebunan. Kebanyakan sawit, terus karet. Jadi ada yang 

perorangan ada yang perusahaan memang. Cuman mereka memanfaatkan 

orang gitu untuk membakar. 

P  : Itu emang sengaja dibakar gitu ? 

W  : Itu ada yang disengaja. Itu tadi yang buka lahan. Makanya sampai sekarang 

kan masih ada beberapa tersangka. Terus dari awal Juni, pertengahan Juni itu 

mulai terasa kabutnya. Aku karena baru buat kaledoskopnya jadi masih 

sedikit ingat. Waktu 21 Juni pokoknya ributlah . Tanggal-tanggal belasan, 17, 

18 dah mulai anak-anak sekolah diliburin, terus data Dinas Kesehatan juga 

sudah banyak masyarakat yang terserang ISPA, itu sudah merata diseluruh 

kabupaten kota di Riau.  

 Tanggal 20 kan pemberitaan di Singapore mulai menentang SBY tu kan, dah 

mulai sampai Malaysia, Singapore, Filipina dan sebagian Thailand kan. Terus 

dari 21 disini rapat. Semua tu, Wakil Gubernur, Danrem, Danlanud, Kapolda. 

Jadi ditetapkan waktu itu tanggap darurat asap kan statusnya itu. Sorenya 

 

 



habis rapat itu, tiga menteri kesini langsung tu, Gamawan, Agung Laksono 

sama Menteri pertanian Kuswono, sama kepala BNPB. Dari situ mulai dibuka 

posko disana, di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin namanya. Disitu ada 

posko, nah disitu ada penanganan bom air, terus teknologi modifikasi cuaca 

sampai 20 hari. 

P  :  Itu kebakarannya di daerah mana aja mas ? 

W  : Hampir seluruh Kabupaten tu, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, 

Pelalawan, Pekanbaru, Siak, lebih ke arah sini sih, ke pesisir. Cuman 

setelahnya menyebar juga Inhu (Indra Giri Hulu), Inhil (Indra Giri Hilir), 

Kampar, Kuansing. 

P  : Masnya juga ikut terjun langsung ke lapangan ? 

W  : Sempat ikut yang nyemai garam itu kan, yang ikut bikin hujan buatan, terus 

sempat turun ke Pelalawan juga, ya beberapa kali lah. Tapi yang jelas stanbay 

di posko penanggulangan bencana itu di TNI AU, karena beritanya harus rutin 

kan, harus di follow up terus, dari hasil penanganannya gimana sih, dari yang 

titik api awalnya tanggal 20 sampi 90an kan, semakin nurun, terus tanggal 5 

udah mulai nol titik apinya, 5 Juli. 

 Tapi beres Juli ,masuk Agustus, pertengahan Agustus ada lagi, kebakar lagi. 

Itu lebih banyak di Pelalawan, Inhu sama Bengkalis, Siak. Itu sempat ada 

penanganan. Iya ini yang paling parah kan dari 2007. Sampai ke Malaysia 

juga kan. Ya kayak ada siklus gitu, siklus lima tahunan hehehehe.  Ya 

mungkin entah iya entah tidak terlepas dari unsur politiknya, jadi bergening 

politik itu kan untuk buka lahan. Emang kebakaran juga, cuman emang yang 

paling parah. Jadi kayak Pelalawan yang dekat aja kan , mulai dari gerbang 

masuk itu sudah kebakar semua, Rohil juga. Kebetulan juga waktu itu kata 

BMKG asap itu mengarah ke Singapore, sampai ke Malaysia. 

 

 



P  :Bagaimana permasalahan yang dihadapi ketika menjalankan tugas 

jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan di Riau? 

W  : Dari awal emang sudah kendala sih, kenapa? Karena poskonya di AU. Kan 

tau wartawan sama TNI AU kan pernah dulu waktu Sukhoi jatuh, pesawat 

tempur itu jatuh. Sejak itu hubungan sudah tidak baik. Masuk saja kami harus 

diperiksa dengan tepat, KTP ditinggal, ngisi absen. Itu kendala awal.  Tapi 

karena dari BNPBnya ini menjadi isu nasional, BNPB yang back-up untuk 

berngkat mau nyemai. Cuman waktu itu ngebom ndak bisa, karena terbatas 

kan, karena helikopternya sendiri bawa beban air 2000an liter , kalau kendala 

peliputan herkulesnya sendiri kan, herkules ketinggiannya kayak gitu. Kita 

gak pernah kan, karena diatas kan nyari awan yang benar-benar awan bisa 

dijadiin hujan. Jadi naik ni 1500 misalnya kan, gak ketemu awannya , naik 

lagi sampai ketempat yang kekurangan udara gitu. Itu kalau di udaranya.  

Kalau di lapangannya pasti medannya, karena cenderung pemadaman itu tidak 

yang dipinggir jalan kan itu, harus masuk kedalam, karena hawanya sendiri 

udah panas. 

P : Masnya sendiri pernah masuk gak ? 

W  : Iya, kami pernah investigasi sama fotografer 

P  : Itu kan sulit banget, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis 

lingkungan ? 

W  : Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan tugas sebagai peliput juga gitu, yang 

juga ditugasi kantor, ya kayak ke lapangannya gitu ya bisa diatasi aja sih. 

Paling memang tidak sebentar, butuh waktu. Misalnya gak bisa selesai hari 

ini, konfirmasi lagi ke kantor belum dapat bahannya terus nginap dulu gitu. 

Minta waktu aja sih. 

 

 



P : Karena ada deadline-deadline gitu ya ? 

W  : Iya, paling bahan seadanya sampai disitu aja, paling konfirmasi terbatas aja 

sama kepala BPPD sini by phone gitu. 

P  : Ini kan termasuk jurnalisme lingkungan kan ya. Kalau dari dari 

jurnalisme lingkungannya sendiri ada problemnya gak? Kan gak secara 

umum, misalnya kayak politik sendiri, kan beda-beda kesulitannya. 

Kalau di lingkungan sendiri ada kesulitan tersendiri gak saat ngeliput? 

W  : Dari lingkungan, kesulitannya kita ngadepin asap, rentan dengan Ispa. Pada 

waktu itu indeks Ispu itu sudah jauh di atas dari yang awalnya 230 

standartnya, ini sudah sampai 350-400. Dan bukan untuk pribadi juga, tapi 

untuk Riau keseluruhan, untuk flora dan faunanya juga. Masyarakatnya juga 

memang sudah tercemar. Kementrian Lingkungan Hidup juga langsung turun 

waktu itu kan . 

P  : Kalau dari sisi penulisannya sendiri, itu kan ada istilah-istilah khusus 

juga kan kalau di lingkungan, seperti Ispa, Ispu. Itu gimana ?kan ada tu 

pembaca yang kurang ngerti tentang istilah-istilah gitu, nah, masnya 

sendiri gimana nulisnya biar pembaca itu ngerti maksudnya ? 

W  : Ya kalau misalnya bahasa awam gak apa-apa kan dituliskan langsung. 

Cuman kalau ada istilah dari lingkungan hidup atau dari tulisan mengenai itu, 

paling dikasih penjelasan aja setelahnya. Misalnya Ispu itu tadi, ya dijelasin 

aja beberapa kata gitu, Ispu itu apa sih gitu, kenapa lahan gambut itu mudah 

terbakar, dan segala macam. Paling kalau aku gak tau istilah itu artinya apa 

dan narasumber tidak bisa jelasin pada saat itu juga, paling ya searching, 

karena memang banyak bahasa baru.  

P  : Untuk jurnalisme lingkungan sendiri ada pelatihan khususnya gak mas, 

kan itu tadi ada bahasa-bahsa awamnya? 

 

 



W  : Untuk pelatuhan khusus seperti itu tidak ada. Cuma kalau seminar atau 

worksop gitu mengenai lingkungan yang diadakan oleh BKSDA sering ikut. 

P  : Jadi sedikit ngerti lah ya tentang istilah-istilah gitu ? 

W  : Sedikit memahami. Ya itu tadi kalau benar-benar belum ngerti dan belum 

paham ya googling. 

P  : Bagaimana solusi yang ditawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang 

terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini 

terjadi di Riau? 

W  : Emang harus ada regulasi yang jelas sebenarnya untuk masyarakat atau 

perusahaan yang membuka lahan gimana sih gitu. Misalnya mereka punya 

areal 1000 hektar gitu, yang untuk penanamannya 500 hektar. Cara untuk 

membuka lahan itu harus jelas gitu. Harus ada regulasi dari Kementrian 

Lingkungan Hidup, Kementrian Pertanian, Kementrian Perkebunan, semunya 

harus bersinergi gitu. Jadi dengan gitu kan, kata Siswono juga kan waktu itu 

ada cara lain untuk membuka lahan selain membakar, tidak dengan membakar 

gitu. Bisa dengan menggunakan alat berat dan segala macam. Cuman kan 

kendalanya bagi perusahaan atau masyarakat yang pengen berkebun itu, 

biayanya jauh lebih mahal. Kalau pakai api kan tinggal siram aja pakai bensin 

habis. Tapi kalau ada regulasi kan bisa jelas, Polda juga bisa nindak tegas. 

Karena rata-rata dari belasan tersangka dalam kebakaran kemarin itu 

perusahaan Malaysia, makanya kalau Riau sendiri menangani ini gak 

mungkin bisa. Ini butuh sinergi dari semua kementrian. 

P  : Sekarang masih berlanjut gak kasusnya itu ? 

W  : Masih, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka  

P  : Kalau kebakarannya sendiri masih ada atau tidak ? 

 

 



W  : Untuk kebakarannya sendiri sudah tidak ada, kan musim hujan. Tapi untuk 

Riau sendiri sudah ada kemajuan sih. Karena kemarin sudah disahkan juga 

perda tentang bencana alam. Dari perda itu nanti Riau sendiri sebelum musim 

kemarau, sebelum kebakaran itu sendiri terjadi bisa dilakukan penanganan. 

Lewat sosialisasi atau penjelasan kepada perusahaan untuk tidak membuka 

lahan dengan membakar. Baru disahkan kemarin 25 November. 

P  : Itu beritanya terakhir bulan apa mas ? 

W  : Ya yang 10 Juli posko ditutup , terus udah mulai pelacakan tersangka, titik 

apai sudah gak ada. Di pertengahan Agustus kebakaran lagi, tapi bukan yang 

di lokasi pertama. Pindah lokasi kebakarannya. 

P  : Pertengahan Agustus sampai kapan ? 

W  : Sampai 31 Agustus, karena kan BNPB masih pakai helicopter. Dah masuk 

September udah gak ada lagi, curah hujan udah mulai turun lagi 

P  : Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus 

kebakaran hutan dan lahan di Riau ? 

W  : Ya perannya paling sebagai media kontrol sosial , memberitakan saja dan 

memang kami selalu menempatkan itu di halaman satu, di headline. Terus kan 

Riau Pos dibaca oleh masyarakat, pejabat, segala macam. Dari situ aja sih 

berharap follow upnya terus. Kan karena grup Jawa Pos, jadi yang besar-

besarnya tetap dinaikkan di JPNN, selain di online dan di Koran. Kan isunya 

menyangkut SBY, pasca dia minta maaf  sama Singapore. 

P  : Riau Pos sendiri concern gak sama masalah-masalah lingkungan ? 

W  : Ya concern. Tiap minggu kan kita siapkan halaman save the earth. Tiap 

minggu kan ada itu. 

 

 



P  : Setiap minggu pasti ada ? 

W  : Ada, pasti ada. Semua tentang lingkungan. Ada tim minggunya. 

P  : Anda sendiri ikut nulis di halaman save the earth gak ? 

W  : Nggak. Senin sampai Kamis tu  dia keliling, Jumat, Sabtu baru deadline. 

P  : Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan 

lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering 

terjadi di Riau ? 

W  :Lewat pemberitaan aja sih sebenarnya. Tapi tim minggu juga setiap mereka 

bergerak ke lapangan itu selalu mengajaklah. Mengajak perusahaan agar tetap 

perduli. Karena kan kalau tidak ada peran media juga akan jauh lebih parah 

sih. 

 Karena gampang benar disini dirusak. Kalau ada kemarau ya udah, tinggal 

lempar punting rokok aja bisa kebakar ribuan hektar kalau dibiarin. Satu lagi 

keterbatasan Riau juga kemarin, gak ada peralatan yang cukup, jadi harus 

minta bantuan. 

P  : Kalau di Riau Pos ada gak jurnalis yang khusus lingkungan ? 

W  : Paling ya tim minggu, karena yang harian tiap tahun pindah-pindah. Harus 

nguasain semua. Gak ada wartawan khusus. Paling yang ada ya wartawan 

budaya. Kalau lingkungan ya lihat situasinya aja. Kalau memang scopenya 

propinsi ya aku. 

P  : Bagaimana cara yang dilakukan agar mendapatkan data yang akurat 

dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ? 

W  : Ya gerak ke ini aja, ke BPBD (Badan  Penanggulangan Bencana Daerah), 

terus ke BLH (Badan Lingkungan Hidup), yang punya data itu sih dua itu, 

 

 



sama dinas perkebunan dan kehutanan. Kalau misalnya pengen data tentang 

ISPU minta ke lingkungan hidup. Pengen minta tentang data yang terserang 

ISPA misalnya minta ke kesehatan, gerak-gerak gitu aja. 

P  : Itu mereka ngasih atau ada kesulitan-kesulitannya untuk dapetin data 

itu ? 

W  : Ada, kadang banyak alasan untuk yang berkompeten memberi informasi itu 

tidak ada, nanti telepon kepala dinasnya aja. 

P  : Wawancara via telepon gitu ? 

W  : Telephone, minta arahan kepada kepala dinasnya, minta data kemana ni, biar 

dia yang delegasikan. Kalau udah kepalanya yang bilang kan, udah ikut aja 

orang. Karena kalau minta Gubernurnya kan, waktu itu gubernurnya di KPK, 

jadi wakilnya. paling kalo mentok gak dapat, sementara deadline, minta ke 

wakil gubernur. 

P  : Itu pasti dikasih atau tidak ? 

W  : Dari gubernur dimintakan ke anggota-anggotanya. 

P  : Wakil gubernur itu pasti mau untuk diwawancarai ? 

W  : Kalau untuk yang kasus Karhutla kemarin ya mau. Kalau isu publik biasanya 

mereka mau ngasih. 

P  : Jadi gak terlalu banyak kendala ya ? 

W  : Nggak, BMKG juga untuk titik api mereka mau ngasih  

P  : Anda sendiri kan ikut ngeliput kebakaran hutan dan lahan, itu perintah 

dari pimred atau inisiatif sendiri untu meliput ? 

 

 



W  : Untuk turun di lapangan seringnya inisiatif. Karena kan pasokan berita harus 

tetap terjaga. Inisiatif aja. Misalnya bang aku ikut nyemai ya, beritanya 

gimana? Aman  

P : Jadi gak harus diperintah untuk liputan ? 

W  : Nggak, yang jelas jaga posko aja, kalau isunya propinsi ya itu kewenangan 

ku. Selesai liputan langsung kirim berita by email, gak mesti ke kantor. Kalau 

lagi lipitan gini ada rapat kan gak mungkin ke kantor. Apalagi kalau yag di 

Pelalawan kan gak mungkin ikut rapat. 

P  : Rapatnya mingguan atau gimana ? 

W  : Rapatnya sebenarnya tiap hari. Cuman ya itu tadi kalau kita gak bisa ke 

kantor ya tinggal bilang aja karena liputan gak bisa ke kantor, berita kirim aja. 

P  : Kalau kebakaran yang sebelumnya ikut ngeliput juga ? 

W  : Kalau kebakran yang 2012 aku gak ngurusi. Ya itu tadi, kita dipindah-

pindahin tiap tahun biar menguasai semua, gak ada yang khusus, yang tim 

minggu juga. Kayak aku gitu, udah ngerasain semua posko, nanti ditarik tim 

minggu. Itu kan ada liputan khusus juga, ada liputan for us juga. 

 Ya kendalanya itu aja, ya sebagai jurnalis juga sebenarnya gak ada yang bisa 

jadi kendala. Kalau gak bisa narasumber yang ini, cari narasumber lain. Kalau 

deadline memang datanya Cuma segini ya kita bilang nanti bisa di follow up 

lagi. 

P  : Sebelum liputan ada persiapan-persiapan khusus gak sih? Misalnya 

mau kemana, mau wawancara siapa, cari data kemana. Dari persiapan 

liputan sampai pengiriman beritanya ada kendala gak ? 

 

 



W  : Kita lihat isu hari sebelumnya sama hasil rapat sore, jadi bisa tau. Kalau 

misalnya gak ada moment besar. Follow up yang hari ini. misalnya hari ini di 

halaman satu atau halaman pro otonomi itu masalah pembatasan lima desa, 

misalnya gak ada penjelasan, follow up aja ke propinsi. 

P  : Kalau kebakaran hutan kemarin dari Juni, Juli, Agustus, itu liputannya 

setiap hari atau gimana ? 

W  : Ya setiap hari. Ya progress penanganannya lah ya, terus misalnya hari ini 

berapa yang di bom, hasilnya, terus besok rencananya kemana, gimana hasil 

seminggu. Terus dilihat dari aspek lain, lingkungannya gimana, sudah berapa 

yang terbakar, follow upnya gimana. Gitu aja sih kalau peran Riau Posnya 

sendiri. 

P  : Jadi hampir setiap hari berita kebakaran muncul di headline ya ? 

W  : Iya, dari tanggal 20 Juni samapai tanggal 5 Juli lah, sekaligus fotonya. 

P  : Fotografernya ikut juga atau anda sendiri ? 

W  : Ya fotografernya ada. 

P  : Kalau Riau Pos kan media lokal. Biasanya ada kedekatan tersendiri 

pada masyarakat Pekanbaru, Riau. Gimana sih biar masyarakat itu 

percaya dengan pemberitaan Riau Pos? dari sisi penulisan beritanya 

sendiri gimana, kan masyarakat butuh banyak informasi perkembangan 

kasus kebakaran hutan dan lahan? 

W  : Ya ini aja sih, menyajikan berita yang real. Kan pernah turun di lapangan, 

jadi tau menyajikan berita menurut masyarakatnya aja gimana. Bagaimana 

ngerasain kebakaran hutan. kan sampai ada korban kan, sampai ada yang 

meninggl. Ya turun ke lapangan terus. Ya menyajikan tulisan yang 

 

 



menunjukkn empati lah ya dalam penulisannya. Mencoba di posisi 

masyarakat. Terus diambil statement dari pemerintah untuk penanganannya. 

P  : Gak berpihak ke salah satunya ? 

W  : Gak. Ya itu juga gunanya turun ke lapangan, tau kondisi realnya. Karena 

omongan pejabat, omongan tim di posko itu kan yang oke-oke aja kan, 

gimana realnya di lapangan mereka gak mau menyebutkan. Selain itu juga 

karena Riau Pos punya wartawan diseluruh kabupaten, jadi penyajiannya bisa 

berimbang. 12 Kabupaten kota ada. 

P  : Kalau disini sendiri ada berapa wartawannya ? 

W  : Pekanbaru yang di lapangan ada belasan. Gak sampai 15 sih. Pemberitaan 

satu wilayah bukan aku sendiri, tapi keroyokan. Tapi yang konsen di posko 

aku. Kayak yang di Polda ya harus follow up yang disana. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


